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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT berkat Rahmat dan Karunia-Nya Dokumen Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Kesehatan Tahun 2021 ini

dapat diselesaikan.

Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB merupakan dokumen perencanaan yang
memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas
Kesehatan Provinsi NTB untuk kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan selama tahun 2021,
dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Daerah baik indikator RPJMD
Provinsi NTB, Renstra Dinas Kesehatan, RPJMN dan Renstra Kementerian dan Sustainable

Development Goals (SDG’s)

Dengan adanya Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB ini, diharapkan seluruh satuan
kerja perangkat daerah dan pihak-pihak terkait lainnya memiliki pedoman atau acuan untuk
merencanakan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dan selaras dengan
prioritas pembangunan nasional.

Dan tidak lupa perkenankanlah pada kesempatan ini, saya menyampaikan
penghargaan yang setinggi — tingginya serta terimakasih yang tulus kepada pihak — pihak
yang tidak membantu dalam tahapan dan proses pada penyusunan Rencana Kerja Dinas

Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2021.

Mataram, September 2020

Pembma Utama Madya IV/d
NIP : 19630623 198803 2 007
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BABI PENDAHULUAN

.1 Latar Belakang

Pembangunan Kesehatan merupakan upaya sistematis yang dilakukan secara
berkesinambungan dan berkelanjutan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi — tingginya. Dalam pelaksanannya pembangunan Kesehatan dilakukan dengan
memperhatikan dinamika penduduk, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan
lingkungan, kemajuan Illmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta globalisasi dan
demokratisasi dengan mengedepankan semangat kemitraan dan Kerjasama intas sektor.

Menurut Undang-Undang 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah, daerah
diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan
demokratis, termasuk didalamnya untuk meningkatkan upaya peningkatan pelayanan
kesehatan bagi masyarakat. Upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat
dilaksanakan dengan dukungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good
governance) dengan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Pada era desentralisasi ini pelaksanaan perencanaan dan penganggaran di daerah dapat
mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat dinamis karena adanya perubahan di
bidang regulasi, paradigma, pendekatan dan metodelogi perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara
Barat merupakan dokumen yang memuat perencanaan daerah di bidang kesehatan untuk
periode | (satu) tahun. Sesuai dengan Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), disebutkan bahwa SPPN adalah satu
kesatuan tata cara perencanaan pembangunan yang menghasilkan rencana — rencana
pembangunan dalam jangka Panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh
unsur penyelenggara negara dengan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, maka dihasilkan
dokumen — dokumen rencana tindak lanjut yang berupa:

I.  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

4. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah/Organisasi Perangkat Daerah (Renstra

OPD)
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5. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)

Renja Tahun 2021 Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat disusun melalui
mekanisme mulai dari forum perangkat daerah sampai dengan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan tingkat Provinsi. Pelaksanaan tersebut melibatkan peran aktif semua UPT Dinas
Kesehatan yang ada dan lintas sektor terkait lainnya. Hasil dari kegiatan tersebut kemudian
diformulasikan ke dalam format usulan renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2021.

Penyusunan Dokumen Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB sesuai dengan amanat
Undang — Undang No. 25 Tahun 2004 yaitu menggunakan pendekatan: 1). Politik; 2)
teknokratik; 3). Partisipatif; 4). atas-bawah (top-down), dan 5). bawah-atas (bottom-up) dan
sesuai dengan RKPD Provinsi NTB yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu,
menyeluruh dan tanggap perubahan.

Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB adalah dokumen perencanaan yang bersifat
indikatif, memuat program — program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh
Dinas Kesehatan dan jajarannya serta mendorong peran aktif masyarakat untuk periode satu
tahun yaitu tahun 2021. Oleh karena itu di dalam membuat perencanaan dan penganggaran
tahun 2021, Dinas Kesehatan Provinsi NTB berpedoman pada Rencana Kegiatan
Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2021 yang merupakan
penjabaran visi dan misi program Kepala Daerah dimana penyusunannya berpedoman pada
Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB Tahun 2019 — 2023, Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN), serta merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 — 2023. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi
Nusa Tenggara Barat tahun 2021 ini dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen
perencanaan dan anggaran berupa rencana kerja dan anggaran (RKA) yang kemudian

dilanjutkan pada penyusunan dokumen pelaksanaan dan anggaran (DPA)

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Nusa

Tenggara Barat disusun berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
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I.  Undang-Undang Dasar 1945 Pasal H ayat | yang menegaskan tentang Hak untuk Hidup
Sejahtera Lahir Batin, Bertempat Tinggal dan Mendapatkan Lingkungan yang Baik, Sehat
dan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan;

2. Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (ILembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Rl Nomor | tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang Undang Rl Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara nomor |25 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang Undang nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 3 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
menjadi Undang Undang (Lembaran Negara tahun 2005 nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara nomor 4548);

5.  Undang-Undang Rl Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2015(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700);

6. Undang-Undang Rl nomor 3 tahun 2009 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi
dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah

9. Peraturan Daerah No. | tahun 2019 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah

Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 - 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 dimaksudkan
untuk memberikan pedoman, arahan dan acuan bagi penyelenggaraan pembangunan

kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 202l yang dilaksanakan secara
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terpadu, sinergis dan berkesinambungan. Dengan demikian Penyusunan Rencana Kerja Dinas

Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat dimaksudkan untuk:

I.  Menetapkan Prioritas Pembangunan bidang Kesehatan di Provinsi NTB tahun 2021;

2. Merumuskan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat
tahun 2021

3. Menetapkan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang

dijabarkan dalam program dan kegiatan

Adapun Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara

Barat tahun 2021 adalah:

|. Sebagai pedoman bagi Dinas Kesehata dalam penyusunan kebijakan umum anggaran
(KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

2. Menjadi acuan penyusunan Program, Kegiatan dan Tolak Ukur Kegiatan tahun 2021
dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

3. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Daftar Pelaksanaan
Anggaran (DPA) dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara tahun 2021

4. Memberikan informasi kepada para pihak terkait tentang kinerja, masalah dan prioritas
pembangunan kesehatan di NTB.

5. Memberikan arah kebijakan dan aktivitas operasional program kesehatan baik di Provinsi
ataupun Kabupaten/Kota pada seluruh jajaran aparat kesehatan serta para pihak terkait.

6. Memberikan gambaran pada para pihak terkait tentang ketersediaan sumber daya
(tenaga, sarana dan biaya) yang ada di NTB.

7. Sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021 sebagai berikut:
Bab | Pendahuluan, memuat tentang pendahuluan, landasan hukum, maksud dan tujuan

Rencana Kerja 2021 dan sistematika penulisan.
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Bab Il Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun Lalu, berisi uraian
evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD; analisis kinerja

pelayanan OPD, Isu — isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Bab Il Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, memuat tentang tujuan, sasaran,

program dan kegiatan tahun 2021.

Bab IV Indikator Kinerja dan Kelompok sasaran, memuat memuat indikator kinerja

dan target pencapaian tahun 202]1.

Bab V Dana Indikatif beserta sumbernya, memuat tentang pendanaan program
kegiatan yang bersumber dari APBD (subsidi), BLUD maupun APBN (DAK,Dekon,TP),
sumberdaya yang dimiliki serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif (prakiraan tahun

2021).

Bab VI Penutup
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BAB Il HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah

2.1.1. Evaluasi Renstra Perangkat Daerah

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinisi NTB Tahun 2019 — 2023 merupakan
perencanaan jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi NTB yang berisi gambaran sasaran dan
kondisi target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan oleh Dinas Kesehatan
beserta strategi dan kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut sesuai dengan
tugas pokok fungsi yang telah diamanahkan.

Pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2019 tahun dievaluasi sebagai

berikut:

Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2019

Indikator

No Sasaran Kinerja Satuan | Target| Realisasi| Capaian | Kriteria
I Meningkatnya Penanganan % 84 73,99 84,07 Tinggi
kualitas kesehatan | Komplikasi
keluarga Neonatal
2 | Meningkatnya Cakupan % 100 100 100 Sangat
pelayanan penemuan dan Tinggi
kesehatan bagi penanganan

penyakit, cakupan
upaya kesehatan
bencana serta
cakupan imunisasi

orang yang
terdampak dan
beresiko pada

situasi KLB
provinsi

3 | Meningkatnya Cakupan % 100 100 100 Sangat
pelayanan Pelayanan Tinggi
kesehatan bagi kesehatan bagi
penduduk penduduk

terdampak krisis
kesehatan akibat
bencana dan/atau
berpotensi
bencana

terdampak krisis
kesehatan akibat
bencana dan/atau
berpotensi
bencana
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Indikator

No Sasaran Kinerja Satuan | Target| Realisasi| Capaian | Kriteria
4 | Meningkatnya Persentase % 45 63,9 142 Sangat
pemenuhan Puskesmas Yang Tinggi
pengembangan, Mempunyai 5
pemberdayaan (lima) tenaga
dan mutu SDM kesehatan
Kesehatan
5 | Meningkatnya Persentase % 10 10 100 Sangat
ketersediaan bufferstock obat Tinggi
obat, perbekalan
keterjangkauan, kesehatan di
pemerataan, provinsi NTB
keamanan mutu
dan penggunaan
obat serta
pengawasan obat
dan makanan
6 | Meningkatnya Persentase % 70 92,89 132,27 Sangat
akses dan mutu fasilitas kesehatan Tinggi
pelayanan yang terakreditasi
kesehatan
7 | Meningkatnya tata | Tingkat layanan, % 100 100 100 Sangat
kelola organisasi | perencanaan, Tinggi
administrasi,
kepegawaian, &
keuangan
organisasi
8 | Meningkatnya Cakupan PMT % 100 100 100 Sangat
ketersediaan zat | Bumil KEK dan Tinggi
gizi bagi ibu hamil | Balita Kurus
dan balita
9 | Meningkatnya Persentase % 55 61,3 111,45 Sangat
promosi Posyandu Aktif Tinggi
kesehatan dan
pemberdayaan
masyarakat
[0 | Meningkatnya Cakupan Jaminan % 59 63,79 108,1 | Sangat
Kepesertaan JKN | Kesehatan Tinggi
PBI Nasional
I'l | Meningkatnya Cakupan Jamban % 56 89,09 159,08 Sangat
kualitas Memenuhi Syarat Tinggi
penyehatan
lingkungan
Rata-Rata Capaian 112,81 | Sangat
Tinggi
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Dari tabel diatas diketahui Rata-rata capaian || indikator kinerja RENSTRA Dinas
Kesehatan Tahun 2019 mencapai 112,81 % dengan kriteria “sangat tinggi” dan terdapat |
indikator yang tidak mencapai target yang ditetapkan. Selanjutnya dilakukan analisis pada
setiap sasaran strategis berdasarkan hasil pengkuran indikator kinerja diatas untuk
mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai faktor pendukung serta faktor
penghambat terhadap pencapaian target kinerja sebagai berikut:

I. Penanganan komplikasi neonatal

Komplikasi Neonatal adalah neonatal dengan penyakit dan kelainan yang dapat
menyebabkan kesakitan, kecacatan, dan kematian. Neonatus dengan komplikasi seperti
asfiksia, ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum, infeksi/sepsis, trauma lahir, BBLR (Berat
badan lahir rendah 2500 gr), sindroma gangguan pernafasan, kelainan kongenital. Penanganan
komplikasi neonatal merupakan neonatal dengan komplikasi disatu wilayah kerja pada kurun
waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih diseluruh
sarana pelayanana kesehatan. Perhitungan sasaran neonatal dengan komplikasi dihitung
berdasarkan 15% dari jumlah bayi lahir hidup.

Berdasarkan Tabel 2.1 Penanganan komplikasi neonatal di Provinsi NTB Tahun 2019
mencapai 73,37% tidak mencapai target sebesar 84% dengan tingkat capaian sebesar 84,07%
dengan kriteria “tinggi”. Indikator ini merupakan indikator dalam menunjang penurunan
kematian bayi, sehingga masih diperlukan upaya yang lebih keras lagi untuk mencapai target
yang ditetapkan pada tahun-tahun berikutnya. Faktor penyebab tidak tercapainya target
antara lain disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman petugas khususnya bidan dalam
pelaporan hasil penanganan komplikasi neonatal. Kasus-kasus yang ditangani tidak seluruhnya
dilaporkan dengan baik. Oleh karena itu diperlukan upaya supervisi, pembinaan dan
pemantauan secara berkesinambungan.

2. Cakupan pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada
situasi KLB provinsi

Pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB
provinsi adalah pelayanan kesehatan bagi setiap orang yang terdampak dan berisiko pada
situasi KLB sesuai dengan jenis penyakit dan/atau keracunan pangan yang menyebabkan KLB.
Indikator ini merupakan salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
yang mana capaian kinerja pemerintah dinilai dari persentase Jumlah penduduk kondisi KLB
yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibandingkan jumlah penduduk kondisi
KLB dalam kurun waktu satu tahun. Realisasi Cakupan pelayanan kesehatan bagi orang yang
terdampak dan beresiko pada situasi KLB provinsi tahun 2019 sebesar 100% sudah mencapai
target yang ditetapkan sehingga tingkat capaian kinerja 100% dengan kriteria “sangat tinggi”.
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3. Cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan
akibat bencana dan/atau berpotensi bencana

Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana
dan/atau berpotensi bencana adalah layanan minimal untuk memenuhi kebutuhan kesehatan
dasar penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau penduduk yang tinggal di
wilayah berpotensi bencana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Indikator ini merupakan
salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan untuk menilai capaian
kinerja pemerintah daerah provinsi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada
penduduk terdapak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana. Realisasi
Cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana
dan/atau berpotensi bencana tahun 2019 sebesar 100% sudah mencapai target yang
ditetapkan sehingga tingkat capaian kinerja 100% dengan kriteria “sangat tinggi”.

4. Persentase puskesmas yang mempunyai minimal 5 jenis tenaga kesehatan

Indikator ini menggambarkan ketersediaan 5 jenis tenaga kesehatan yaitu tenaga
kesehatan lingkungan, tenaga kefarmasian, tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat, dan
tenaga ahli teknologi laboratorium medik di unit pelayanan kesehatan dalam hal ini
puskesmas. Capaian indikator ini pada tahun 2019 sebesar 63,9% melampaui target yang
ditetapkan yaitu sebesar 45%. Tingkat capaian kinerja untuk indikator ini mencapai 142%
dengan kriteria “sangat tinggi”.

5. Persentase bufferstock obat/ perbekalan kesehatan di Provinsi NTB

Realisasi indikator Persentase bufferstock obat/ perbekalan kesehatan di Provinsi
NTB tahun 2019 sebesar 100% sudah mencapai target yang ditetapkan sehingga tingkat
capaian kinerja juga mencapai 100% dengan kriteria “sangat tinggi”.

6. Cakupan penerima bantuan iuran JKN

Realisasi indikator Cakupan penerima bantuan iuran JKN di Provinsi NTB tahun 2019
sebesar 63,79% sudah melampaui target yang ditetapkan sehingga tingkat capaian kinerja
mencapai 108,11% dengan kriteria “sangat tinggi”.

1. Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi

Realisasi indikator Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi di Provinsi NTB
tahun 2019 sebesar 92,89% sudah melampaui target yang ditetapkan sehingga tingkat capaian
kinerja mencapai 132,7% dengan kriteria “sangat tinggi”.
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8. Tingkat layanan perencanaan, administrasi kepegawaian dan keuangan
organisasi

Realisasi indikator Tingkat layanan perencanaan, administrasi kepegawaian dan
keuangan organisasi di Provinsi NTB tahun 2019 sebesar 100% sudah mencapai target yang

¢

ditetapkan sehingga tingkat capaian kinerja juga mencapai 100% dengan kriteria
tinggi”.

‘sangat

9. Cakupan PMT Bumil KEK dan Balita Kurus

Realisasi indikator Cakupan PMT Bumil KEK dan Balita Kurus di Provinsi NTB tahun
2019 sebesar 100% sudah mencapai target yang ditetapkan sehingga tingkat capaian kinerja
juga mencapai 100% dengan kriteria “sangat tinggi”.

10. Persentase Posyandu Aktif

Realisasi Persentase posyandu aktif mencapai 53,4% tidak mencapai target sebesar
55% dengan tingkat capaian sebesar 97,09% dengan kriteria “sangat tinggi”. Masih diperlukan
upaya yang lebih keras lagi untuk mencapai target yang ditetapkan pada tahun-tahun
berikutnya.

I 1. Cakupan jamban memenuhi syarat

Realisasi indikator cakupan jamban memenuhi syarat di Provinsi NTB tahun 2019
sebesar 89,09% sudah melampaui target yang ditetapkan sehingga tingkat capaian kinerja
mencapai 159,08% dengan kriteria “sangat tinggi”.

2.1.2. Evaluasi Renja Tahun Sebelumnya

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019 pada Dinas Kesehatan dan 4 (empat) UPTD-
nya dilaksanakan melalui |9 program prioritas dan 33 kegiatan utama adalah sebagaimana
tabel berikut.

Tabel 2.2 Capaian Renja pada Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2019

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
e PROGRAM KEGIATAN URAIAN TARGET REALISASI RASIO
| Obat dan Meningkatnya Persentase Ketersediaan 96 99.64 103.79
Perbekalan ketersediaan Obat dan perbekalan
Kesehatan obat dan kesehatan
perbekalan Pengadaan Obat Jenis bahan obat-obatan 15 jenis 17 jenis 113,33
kesehatan dan Perbekalan Bufferstock yang
Kesehatan diadakan
Peningkatan Jumlah obat dan 120 jenis 171 jenis 142,50
Pemerataan Obat | perbekalan kesehatan
dan Perbekalan yang didistribusikan ke
Kesehatan kabupaten/kota sesuai
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SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
el PROGRAM KEGIATAN URAIAN TARGET REALISASI RASIO
kebutuhan (jenis)
Peningkatan Mutu | Jumlah Fasilitas 20 faskes 22 faskes 100
Penggunaan Obat | pelayanan kesehatan
dan Perbekalan yang menggunakan obat
Kesehatan rasional (faskes)
2 Upaya Meningkatnya Persentase pelayanan 100 100 100
Kesehatan pelayanan kesehatan bagi penduduk
Masyarakat | kesehatan bagi terdampak krisis
penduduk kesehatan akibat
terdampak bencana dan/atau
krisis berpotensi bencana
kesehatan Peningkatan Jumlah Lokasi yang 60 lokasi 72 lokasi 120
akibat Kesehatan ditangani Tim Gerak
bencana dan Masyarakat Cepat (TGC) dan
atau Kluster Kesehatan
berpotensi (lokasi)
bencana
3. Promosi Meningkatnya Persentase Posyandu 55 61.3 persen 111,45
Kesehatan jumlah kader Aktif persen
dan posyandu yang | Pengembang-an Jenis media promosi 2 jenis 2 jenis 100
Pemberdaya | terlatih dan media promosi kesehatan yang
an bersertifikat dan informasi dikembangkan di
Masyarakat sadar hidup sehat | posyandu (jenis)
Pengembang-an Jumlah Kader yang 2560 2560 orang 100
upaya kesehatan disertifikasi dan Petugas orang
bersumber Kab/Kota yang di TOT
masyarakat dan Posyandu (orang)
generasi muda
Peningkatan dan Jumlah Puskesmas yang 20 20 puskesmas 100
Pengembangan dibina dalam penerapan puskesma
Perilaku Hidup Desa Siaga, PHBS dan s
Bersih dan Sehat Posyandu Keluarga
(puskesmas)
4. Perbaikan Meningkatnya Persentase balita 32,49 25.5 127,14
Gizi cakupan stunting
Masyarakat | pemberian Penanggulangan Jumlah jenis obat atau 2 jenis 2 jenis 100
makanan Masalah Gizi bahan penanggulangan
tambahan Masyarakat masalah gizi yang
(PMT) ibu diadakan (jenis)
hamil kurang Pemberdayaan Jumlah sekolah yang 100 166 sekolah 166
energi kronis | Masyarakat untuk | mendapatkan sekolah
(KEK) dan Pencapaian penyuluhan kesehatan
balita kurus Keluarga Sadar reproduksi remaja &
Gizi TTD dalam rangka
mensukseskan program
GEN 2025 (sekolah)
5. Pengembang | Meningkatnya Persentase Tempat- 76 75.64 99.52
an Kualitas tempat Umum yang
Lingkungan penyehatan Memenuhi Syarat
Sehat lingkungan Peningkatan Jumlah sumber air bersih | 90 lokasi 70 lokasi 77.78
penggunaan air yang ditingkatkan
bersih kualitasnya (lokasi)
Sarana tempat- Jumlah tempat tempat 19 lokasi 20 lokasi 105.26

tempat umum
yang memenuhi
syarat kesehatan

umum yang dibina
(pasar)
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SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
NO | PROGRAM PROGRAM KEGIATAN URAIAN TARGET REALISASI RASIO
6. | Pencegahan | Meningkatnya Persentase pelayanan 100 100 100
dan pelayanan kesehatan bagi orang
Penanggulan | kesehatan bagi yang terdampak dan
gan Penyakit | orang yang beresiko pada situasi
Menular terdampak KLB provinsi
dan beresiko | Pencegahan Jumlah SDM Kesehatan 164 164 orang 100
pada situasi Penularan yang ditingkatkan orang
KLB Provinsi | Penyakit Endemik/ | kapasitasnya dalam
Epidemik pencegahan &
pengendalian penyakit
menular/tidak menular
(orang)
Peningkatan Jumlah Kabupaten/Kota 10 10 kab/kota 100
Imunisasi dengan cakupan kab/kota
imunisasi dasar lengkap
lebih dari 80% (kab/kota)
Peningkatan Jumlah analisis faktor 20 44 Analisis 220
surveilen resiko wabah yang Analisis
epidemiologi dan dihasilkan (Analisis)
Penanggula-ngan
Wabah
7. | Program Meningkatnya Persentase fasilitas 70 92.89 132,7
Standarisasi | fasilitas kesehatan yang
Pelayanan pelayanan terakreditasi
Kesehatan kesehatan Peningkatan Jumlah FKTP yang dibina | 40 FKTP 40 FKTP 100
yang pelayanan agar memenuhi standar
terakreditasi kesehatan dasar (FKTP)
dan tradisional
Peningkatan Jumlah rumah sakit yang 17 RS 15 RS 88.23
pelayanan melaksanakan sistem
kesehatan rujukan | rujukan terintergrasi
(RS)
Peningkatan mutu | Jumlah FKTP dan FKTL 31 31 Fasilitas 100
dan akreditasi yang dibina untuk Fasilitas
fasilitas pelayanan | akreditasi/reakreditasi
kesehatan (Fasilitas)
8. Program Meningkatnya Cakupan kepesertaan 59 63.79 108.12
Pelayanan kepesertaan JKN PBI (%)
Kesehatan JKN PBI
Penduduk Dukungan Jumlah Pengelola 30 orang 30 orang 100
Miskin dan pelaksanaan Program JKN Kab/Kota
JKN pelayanan yang di bina (org)
kesehatan
penduduk miskin
dan JKN
9. | Peningkatan | Meningkatnya Persentase persalinan di 95 95,57 100.6
Keselamata | persalinan di Fasilitas Pelayanan
n Ibu fasilitas Kesehatan (%)
Melahirkan pelayanan Pelayanan Jumlah puskesmas 20 20 Puskesmas 100
dan Anak kesehatan Kesehatan Ibu dan | mendapatkan Puskesma
Anak pendampingan teknis s
program kesehatan ibu
dan anak (Puskesmas)
Peningkatan Jumlah puskesmas yang 30 30 Puskesmas 100
pelayanan mampu PKPR, PKRET Puskesma
kesehatan anak dan Santun Lansia s
usia sekolah, (Puskesmas)

remaja dan lansia
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SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
NI | TFREERA PROGRAM KEGIATAN URAIAN TARGET REALISASI RASIO
10 | Kebijakan Meningkatnya Persentase keselarasan 100 100 100
dan Keselarasan program kesehatan
Manajemen | program pusat dan daerah
Pembanguna | kesehatan
n Kesehatan | pusat dan Pengemba-ngan Jumlah Jenis Dokumen 2 Jenis 2 Jenis 100
daerah Sistem Persiapan Perencanaan,
Perencanaan, Penganggaran dan
Pengangga-ran Monitoring Evaluasi
dan Monev (jenis)
Program
Kesehatan
Pengemba-ngan Jumlah Dokumen Profil | Jenis | Jenis 100
Sistem Informasi Kesehatan (jenis)
Kesehatan Daerah
Il | Sumber Meningkatnya Persentase puskesmas 45 63.9 142
Daya puskesmas yang mempunyai minimal
Kesehatan yang memiliki 5 tenaga kesehatan
minimal 5
jenis tenaga Pemenuhan Jumlah analisis dan | || Dokumen 100
kesehatan Kebutuhan rekomendasi kebutuhan Dokume
Tenaga Kesehatan | tenaga kesehatan di NTB n
Di Sarana (Dokumen)
Pelayanan
Kesehatan
Peningkatan Jumlah SDM Kesehatan 500 708 orang 141.6
Kapasitas Tenaga | yang ditingkatkan orang
Kesehatan kapasitasnya (orang)
Termasuk Jumlah Tenaga 360 492 orang 136,67
Pengemba-ngan Kesehatan yang orang
Karir Tenaga mendapatkan pelatihan
Kesehatan kesehatan (orang)
12 | Program Meningkatnya Proporsi rumah tangga 72,62 75.02 103,30
penyediaan kualitas dengan akses sanitasi
sarana dan penyehatan layak (%)
prasarana lingkungan Peningkatan Jumlah penambahan KK 58932 38375 Rumah 65.12
sanitasi penggunaan yang menggunakan Rumah Tangga
dasar jamban keluarga jamban (rumah tangga) Tangga
Peningkatan Kelompok wirausaha 40 40 Kelompok 100
sarana sanitasi sanitasi yang di bina Kelompo
melalui k
pemberdaya-an
masyarakat
18. | Pengadaan; Meningkatnya Persentase ketersediaan 50 375 75
Peningkatan | Kualitas alat kesehatan sesuai
Sarana dan Pelayanan standar
Prasarana Kesehatan
Rumah Pembangunan Gedung rumah sakit | Unit | Unit 100
Sakit/ rumah sakit mata yang terbangun
Rumah Sakit (unit)
Jiwa/Rumah Pengadaan Alat- Jumlah alat kesehatan 21 Jenis 33 jenis 157.14
Sakit Alat Kesehatan dan perbekalan
ParuParu/Ru Rumah Sakit kesehatan yang diadakan
mah Sakit (ienis)
Mata Pengadaan Ambulance yang | unit | unit 100
ambulance/ mobil | diadakan
jenazah
Pengadaan Jumlah jenis 2 jenis 2 jenis 100

Perlengkapan
rumah Tangga
rumah sakit

perlengkapan rumah
tangga rumah sakit yang
diadakan (jenis)
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SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
NO | PROGRAM PROGRAM KEGIATAN URAIAN TARGET REALISASI RASIO
(Dapur, ruang
Pasien, Loundry,
ruang tunggu, dll)
(jenis)
Pengadaan Bahan- | Jumlah Bahan Kimia dan 60 jenis 63 jenis 105
Bahan Logistik bahan Habis pakai yang
Rumah Sakit diadakan (jenis)
19. | Pemeliharaa | Meningkatnya Persentase sarana dan 100 100 100
n Sarana Kualitas prasarana yang
Dan Pelayanan terpelihara
Prasarana Kesehatan Pemeliharaan R Frekuensi ruang | kali | kali 100
Rumah Rutin/Berkala operasi yang dipelihara
Sakit/Rumah Ruang Operasi (kali)
Sakit Jiwa/ Pemeliharaan Frekuensi alat kesehatan I kali I kali 100
Rumah Sakit Rutin/Berkala Alat | yang dipelihara (kali)
ParuParu/ Kesehatan Rumah
Rumah Sakit Sakit
Mata

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2019

Dari Tabel 2.2 dapat diketahui bahwa dari |7 program prioritas telah melebih target
yang diharapkan atau diatas 100 persen, hanya 2 program yang belum mencapai target yang
diharapkan yaitu program pengembangan lingkungan sehat dan program Pengadaan;
Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit
ParuParu/Rumah Sakit Mata. Untuk program pengembangan lingkungan sehat capaian
persentase sarana tempat — tempat umum yang memenuhi standar adalah 75.64 persen atau
99.53 persen dari target yang diharapkan. Hal ini dipengaruhi jumlah sumber air bersih yang
ditingkatkan kualitasnya baru 77.78 persen dari target yang diharapkan. Untuk program
Pengadaan; Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit
ParuParu/Rumah Sakit Mata indikator yang digunakan adalah persentase ketersediaan alat
kesehatan sesuai standar yang baru mencapai 37.5 persen atau 75 persen dari target yang
diharapkan. Rumah sakit mata baru berubah status dari balai kesehatan mata sejak tahun

2019 sehingga ketersediaan sarana dan prasarana masih terbatas.

2.1.3. Evaluasi Keuangan

Pembiayaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2019
bersumber dari APBD dan APBN dalam bentuk Dana Dekonsentrasi. Anggaran bersumber
APBD yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTB beserta UPT nya adalah sebesar Rp.
88.592.114.775,-. Sedangkan Dana bersumber APBN/Dekonsentrasi yang dikelola Dinas
Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2019 sebesar Rp. 24.251.061.000,-. Realiasi anggaran
bersumber APBD tahun 2019 adalah sebagai berikut:
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Tabel 2.3 Alokasi dan realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung APBD Tahun
2019

No Jenis Belanja Alokasi Realisasi Capaian (%)
I Belanja Tidak Langsung 35.150.988.200 31.033.216.742 88,29
2 Belanja Langsung 53.441.126.575 48.462.783.085 91,02
Total Belanja 88.592.114.775 79.495.999.827 89,93

Realisasi Anggaran bersumber APBD Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 79.495.999.827,-
atau mencapai 89,93% dari total anggaran, dengan rincian realisasi untuk Belanja Tidak
Langsung mencapai 88,29% dan Belanja Langsung 91,02%. Belanja Tidak Langsung tidak
terrealisasi secara optimal dikarenakan terdapat belanja belanja yang tidak terserap secara
maksimal seperti pembayaran gaji dan tunjangan kinerja daerah yang disesuaikan dengan
kinerja yang dicapai oleh pegawai. Oleh karena itu diperlukan perhitungan kembali jumlah
pegawai yang ada berdasarkan pangkat dan golongan agar Belanja Tidak Langsung dapat
terserap lebih optimal.

Adapun realisasi Belanja Langsung Per Program pada Dinas Kesehatan Provinsi NTB
Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Realisasi APBD per Program Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2019

No Program / Kegiatan Alokasi Realisasi %

| | Program Pelayanan Administrasi 2,054,837,701 1,785,757,472 37.83
Perkantoran

2 | Program peningkatan sarana dan 3,840,647,600 3,381,505,031 88.05
prasarana aparatur

3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber 165,300,000 145,660,000 88.12
Daya Aparatur

4 | Program peningkatan pengembangan 102,103,320 102,100,500 80.4|
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan

5 | Program Peningkatan Kapasitas 30,628,500 25,182,000 82.22
Pengelolaan Keuangan Daerah

6 | Program Obat dan Pembekalan 85.58
Kesehatan 1,372,444,680 1,174,489,002

7 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat 74.82

655,500,000 490,430,600

8 | Program Promosi Kesehatan dan 87.61

Pemberdayaan Masyarakat 738,765,000 647,201,500
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No Program / Kegiatan Alokasi Realisasi %
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 82.97
9 8,376,763,584 6,950,357,937
10 | Program pengembangan lingkungan sehat 97.03
159,700,000 154,950,000
Il | Program pencegahan dan penanggulangan 7548
penyakit menular 1,308,754,500 987,799,150
12 | Program Standarisasi Pelayanan 95.11
Kesehatan 3,550,292,400 3,376,681,450
I3 | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk 94.18
Miskin 170,740,800 160,799,900
4 | Program peningkatan keselamatan ibu 98.79
melahirkan dan anak 594,779,621 587,580,500
I5 | Program Kebijakan dan Manajemen 91.06
Pembangunan Kesehatan 950,042,250 865,127,048
6 | Program Sumber Daya Kesehatan 585,746,082 97.38
601,520,640
I7 | Program Penyediaan sarana dan prasarana 94.59
sanitasi dasar 1,914,804,000 1,811,147,400
Bapelkes 2,787,507,420 2,111,227,730 75.74
| | Program Pelayanan Administrasi 89.06
Perkantoran 754,586,000 672,058,88I
2 | Program Peningkatan Sarana dan 74.12
Prasarana Aparatur 127,392,420 94,420,800
3 | Program Peningkatan Pengembangan 97.74
sistem pelaporan capaian kinerja dan 14,324,000 14,000,000
keuangan
4 | Program Peningkatan Kapasitas 7,855,000 7,800,000 99.30
Pengelolaan Keuangan Daerah
5 | Program Sumber Daya Kesehatan 314,560,000 131,213,549 41.71
RS Mata Mataram 23,185,788,400 20,008,958,216 86.30
| | Program Pelayanan Administrasi 98.13
Perkantoran 1,700,909,736 1,669,176,893
2 | Program Peningkatan Sarana dan 95.26
Prasarana Aparatur 717,069,104 683,073,579
3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber 80.41
Daya Aparatur 116,200,000 93,431,400
4 | Program Peningkatan Pengembangan 99.98
sistem pelaporan capaian kinerja dan 61,000,000 60,985,200
keuangan
5 | Program Peningkatan Kapasitas 100.00
Pengelolaan Keuangan Daerah 19,400,000 19,400,000
6 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat 100.00
835,201,600 835,175,775
7 | Program standarisasi pelayanan kesehatan 98.69
272,080,000 268,526,500
8 | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk 89.14
Miskin 91,200,000 81,300,000
9 | Program Pengadaan Peningkatan Sarana 99.11
dan Prasarana RS/RS)/RS Paru-paru/RS 13,469,049,960 13,348,675,239
Mata
10 | Program Pemiliharaan Sarana dan 77.50
Prasarana RS/RSJ/RS Paru-paru/RS Mata 49,560,000 38,411,250
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No Program / Kegiatan Alokasi Realisasi %

LABKES 8,655,085,500 7,824,395,576 90.40

| | Program Pelayanan Administrasi 94.84
Perkantoran 954,669,700 905,366,302

2 | Program Peningkatan Sarana dan 97.08
Prasarana Aparatur 1,886,855,460 1,831,689,311

3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber 58.62
Daya Aparatur 160,750,000 94,230,275

4 | Program Peningkatan Pengembangan 100.00
sistem pelaporan capaian kinerja dan 20,000,000 20,000,000

keuangan

5 | Program Peningkatan Kapasitas 100.00
Pengelolaan Keuangan Daerah 18,000,000 18,000,000

6 | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 99.80
751,250,000 749,756,313

7 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat 99.87
1,873,433,966 1,870,926,593

8 | Program standarisasi pelayanan kesehatan 70.20
910,476,374 639,171,782

AKPER 89.30
4,342,361,659 3,877,850,549

| | Program Peningkatan Mutu Pelayanan 96.39
Kesehatan BLUD 1,727,678,659 1,665,284,353

2 | Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 96.39
BLUD 1,727,678,659 1,665,284,353

Dari Tabel 2.4 diatas dapat diketahui bahwa beberapa program tidak terserap secara
optimal sehingga penggunaan Belanja Langsung belum maksimal. Hal ini disebabkan efisiensi
penggunaan anggaran dan keterlambatan dalam pelaksanaan anggaran karena rencana
penarikan anggaran yang belum tepat serta menunggu penetapan anggaran perubahan. Oleh
karena itu perlu perencanaan yang lebih matang lagi dalam hal perkiraan waktu kegiatan dan
estimasi satuan harga yang tepat.
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Realisasi APBN Dana Dekonsentrasi Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2019
adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Realisasi APBN/Dekonstrasi Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2019

No Program Alokasi Realisasi %
I Program Dukungan Manajemen dan 2,273,795,000 2,153,283,865 94.70
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Kesehatan
2 Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat 8,539,630,000 7,882,733,478 9231
3
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 987,814,000 880,331,343 94.59
4 Program Pencegahan dan Pengendalian 7.426.238,000 6,832,138,960
Penyakit 92.00
5 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan | 658,942,000 | 595,072,733 o615
6 Program pengembangan dan
pemberdayaan Sumber Daya Manusia 2,342,044,000 2,226,872,400 9508
Kesehatan (PPSDMK) )
JUMLAH 24,228,463,000 22,570,432,779 93.16

Berdasarkan Tabel 2.5 diketahui bahwa realisasi Anggaran APBN Dana Dekonsentrasi
dari 6 (enam) satker/program yang ada pada Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2019
sebesar Rp. 22.570.432.779,- atau sebesar 93,16% dari total dana Dekonsentrasi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi NTB

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan diuraikan capaian indikator kinerja
pelayanan yang berkaitan langsung dengan indikator RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019.
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Tabel 2.6 Capaian Indikator Kinerja Tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2019 — Semester | Tahun 2020

No Sasaran Inqlkatior Satuan Target Realisasi Capaian
Kinerja
2020 2020
2019 | 2020| 2019 SM | 2019 SM |

I | Meningkatnya | Angka Tahun | 66.07| 66.48 | 66,28 N/A 100,48% N/A
derajat Harapan
kesehatan dan | Hidup
gizi masyarakat | (AHH)

y) Meningkatnya Persentase Tahun | 3249 | 31.99 25,5 26.28 127,14% | 12491%
derajat Balita
kesehatan dan | Stunting
gizi masyarakat

3 | Meningkatnya | Cakupan % 73 75 84 83.18 115% 110.90%
jaminan Jaminan
kesehatan dan | Kesehatan
sosial bagi Nasional
penduduk
miskin

4 | Terpenuhinya Proporsi % 72,62 | 79.36 | 75,02 | 75.69 103,30% 95.37%
pelayanan rumah tangga
dasar bagi dengan akses
penduduk sanitasi layak
miskin

Rata-rata capaian 111,48%
Rata-rata capaian 4 indikator kinerja Tahun 2019 mencapai | 11,48 % dengan kriteria

“sangat tinggi” dan seluruh indikator telah mencapai/melampaui target yang ditetapkan.
Sedangkan Tahun 2020 semester | belum dapat diketahui rata — rata capaian keempat
indikator karena | indikator yaitu Angka Harapan Hidup belum diketahui capaiannya,
menunggu hasil capaian tahunan dari survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

Hasil pengukuran kinerja tersebut diatas kemudian dilakukan analisis pada setiap
sasaran strategis untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai faktor
pendukung serta faktor penghambat terhadap kinerja yang diharapkan. Hasil analisis capaian
tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

I. Angka Harapan Hidup (AHH)

Usia Harapan Hidup merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh
seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu, pada suatu tahun tertentu, dalam
situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup
merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan
penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka
Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan
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kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan
kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Berdasarkan tabel capaian indikator IKU di atas, capaian AHH tahun 2019 sebesar
66,28 tahun, sedangkan target sebesar 65,96 tahun sehingga terlampaui 0,32 tahun dari target
yang ditetapkan. Persentase capaian sebesar 100,48% dengan kriteria “sangat tinggi”. Sebagai
representasi dari umur panjang dan hidup sehat, dengan capaian tersebut artinya, penduduk
NTB yang lahir di tahun 2019 memiliki harapan untuk hidup hingga berusia 66,28 tahun atau
sekitar 66 tahun 3 bulan.

Jika dibandingkan capaian dalam 3 tahun terakhir juga mengalami peningkatan, sebagaimana
terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Angka Harapan Hidup Provinsi NTB Tahun 2017 — 2019

Indikator 2017 2018 2019

Target 66,60 67,70 65,96

Angka Harapan Hidup Capaian 65,55 65,87 66,28
(Tahun) % Capaian 98,42 97,29 100,48

Kriteria Sangat Tinggi  Sangat Tinggi Sangat Tinggi

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2019

Capaian tahun 2017 sebesar 65,55 tahun meningkat menjadi 65,87 tahun pada tahun
2018 dan kemudian meningkat lagi menjadi 66,28 tahun pada tahun 2019 atau rata-rata naik
sebesar 0.37 tahun dengan kriteria capaian “Sangat Tinggi”. Dibandingkan dengan Nasional,
AHH Provinsi NTB dapat dikatakan cukup tertinggal. Di tahun 2010 saat AHH Nasional
mencapai 69,81 tahun, sementara AHH Provinsi NTB saat itu baru mencapai 63,82 tahun,
terpaut 5,99 tahun dibandingkan AHH Nasional. Hingga posisi tahun 2019 AHH Nasional
telah mencapai 71,34 tahun dan posisi AHH Provinsi NTB di tahun 2019 masih terpaut 5,06
tahun dari nasional, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut :

Gambar 2.1 Grafik Angka Harapan Hidup Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2010-2019
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Indikator-indikator yang mendukung pencapaian target usia harapan hidup antara lain :
Kasus kematian bayi, kasus kematian ibu, Pelayanan Antenatal (ANC) K1 s/d K4, Pertolongan
persalinan, Pelayanan kesehatan ibu Nifas, Pelayanan Kesehatan Neonatus, Deteksi dini
faktor risiko dan komplikasi, Penanganan Komplikasi Kebidanan, Pelayanan Neonatus dengan
Komplikasi, Pelayanan kesehatan bayi, pelayanan kesehatan anak balita dan kualitas KB.
Berikut data kematian bayi dan ibu melahirkan dalam 3 tahun terakhir :

Tabel 2.8 Jumlah Kematian Bayi dan Ibu Melahirkan Di Provinsi NTB Tahun 2017-2019

Indikator 2017 2018 2019
Jumlah 929 866 850
Kasus kematian bayi Proporsi
Per 1000 KH 9,01 7,92 8,23
Jumlah 85 99 97
Kasus kematian ibu Proporsi
82,40 90,49 93,92
Per 100.000 KH
Kelahiran Hidup (KH) Jumlah 103.150 103.400 103.274

Tabel di atas memperlihatkan data kematian bayi dan ibu melahirkan jumlah kasusnya
terus mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir, namun secara proporsi meningkat,
sehingga masih terus diperlukan upaya-upaya dalam rangka penurunan kematian ibu dan bayi.

Tabel 2.9 Capaian Indikator Kesehatan Ibu dan Anak Di Provinsi NTB Tahun 2018-2019

Indikator 2018 (%) 2019 (%)
Kl Target 98 98
Capaian 102,93 107,46
Target 98 98
K4 ;
Capaian 94,31 95,32
Target
Komplikasi Maternal arg.e %0 20
Capaian 119,66 126,31
. Target 90 90
Persalinan oleh tenaga kesehatan Capaian 95.57 95.56
p i di fasilitas kesehat Target 85 85
ersalinan di fasilitas kesehatan Capaian 95,03 96,02
Kuni Ibu Nif Target 95 95
unjungan Ibu Nifas Capaian 9419 94,45
. Target 96 96
Kunjungan Neonatal | Capaian 99,69 100,24
. Target 84 84
Kunjungan Neonatal 3 Capaian 97.97 98,07
Target 84 84
K likasi N tal
ornpltiast Theonata Capaian 73,38 73,99
Kunjungan Bayi IV Target 96 96
Capaian 98,81 101,09
Kunjungan Balita Il Target 85 85
Capaian 78,93 79,18
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Dari data diatas sebagian besar indikator sudah mencapai target yang ditentukan,
kecuali kunjungan keempat ibu hamil (K4), kunjungan nifas dan pemeriksaan balita. Hal ini
menunjukkan bahwa monitoring terhadap ibu hamil dan bayi oleh petugas kesehatan /Bidan
masih harus terus ditingkatkan, disamping itu upaya peningkatan kompetensi petugas juga
masih harus terus dilakukan.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan seperti peningkatan kualitas atau
kompetensi bidan melalui pelatihan-pelatihan antara lain Pelatihan Penanganan Gawat Darurat
Obsetri dan Neonatal (PPGDON), dan Pelatihan SDIDTK ( Stimulasi Dini dan Intervensi
Deteksi Tumbuh Kembang). Selain itu peningkatan evaluasi pelayanan KIA oleh bidan
koordinator dan bidan desa, meningkatkan jumlah kelas ibu hamil dan meningkatkan Audit
Maternal Perinatal (AMP).

2. Persentase Balita Stunting

Menurut WHO, stunting adalah kondisi gagal tumbuh. Ini bisa dialami oleh anak-anak
yang mendapatkan gizi buruk, terkena infeksi berulang, dan stimulasi psikososialnya tidak
memadai. Anak dikatakan stunting ketika pertumbuhan tinggi badannya tak sesuai usianya
berdasarkan grafik pertumbuhan standar dunia.

Persentase Balita Stunting yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2019
sebesar 25,5% sedangkan target yang ditetapkan yaitu tidak melebihi dari 35%. Persen capaian
sebesar 127,14% dengan kriteria “sangat tinggi”. Data tersebut diperoleh dari hasil pelaporan
melalui aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM),
namun dengan cakupan pelaporan belum mencapai 100%.

Beberapa faktor penyebab yang memungkinkan masih tingginya masalah gizi termasuk
stunting antara lain sebagai berikut :

I) Asupan gizi yang kurang terutama pada masyarakat kemiskinan.

2) Adanya penyakit penyerta seperti TB, Diare, ISPA termasuk Pnemonia dan penyakit
lainnya, yang sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan balita.

3) Hygine sanitasi lingkungan dan perorangan serta akses air bersih masih belum sesuai
standar.

4) Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) yang belum optimal. seperti Inisiasi
Menyusu Dini (IMD), Pemberian ASI Eksklusif, Makanan Pendamping ASI, Menyusui
sampai anak berusia 2 tahun dan juga pemberian makanan pada ibu hamil dan menyusui
serta pemantauan pertumbuhan

5) Pemanfaatan Posyandu sebagai deteksi dini masalah gizi masih belum optimal.

3. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Cakupan JKN di Provinsi NTB tahun 2019 sebesar 84% sedangkan target yang
ditetapkan sebesar 73%. Persen capaian mencapai |12% dengan kriteria “sangat tinggi”,
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artinya program ini terlaksana dengan baik, meskipun masih terdapat kekurangan-kekurangan
seperti masih adanya distribusi kartu peserta yang belum tepat sasaran.

Tabel 2.10 Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi NTB Tahun 2019
Jumlah Peserta JKN

No Kabupaten/Kota Non Penerima Bantuan Penerima Bantuan Total
luran (Non PBI) luran (PBI)
I Lombok Barat 135916 425.801 561.717
2 Lombok Tengah 148.146 617.270 765416
Lombok Timur 175.286 916.332 1.091.618
4 Sumbawa 103916 303.598 407514
5 Dompu 49.639 183.263 232.902
6 Bima 87.320 346.025 433.345
7 Sumbawa Barat 36.170 110.596 146.766
8 Lombok Utara 27.177 193.738 220916
9 Kota Mataram 194.014 180.021 374.035
10 Kota Bima 53.824 96.313 150.137
JUMLAH 1.011.408 3.372.958 4.384.366

Peserta JKN PBI terbagi menjadi dua kelompok berdasarkan sumber dananya yaitu
PBI bersumber dana pusat (APBN) dan PBI bersumber dana daerah (APBD Provinsi dan
Kabupaten/Kota). Peserta JKN PBI bersumber dana pusat (APBN) jumlahnya ditentukan oleh
pusat berdasarkan data penduduk miskin dari TNP2K. Sedangkan jumlah peserta |JKN PBI
bersumber dana daerah disepakati bersama antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan
mekanisme sharing sesuai kemampuan anggaran yang tersedia. Anggaran tersebut

diperuntukkan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu yang belum terdaftar dalam peserta
JKN PBI Pusat.

Pada Tahun 2019 ditargetkan dana sharing antara provinsi dan kabupaten/kota sebesar Rp,
47,277,958,000,- namun realisasi sampai dengan akhir tahun terkumpul sebesar Rp. 33,427,276,500.-
(70%). Rincian dana sharing dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.11 Sharing dana JKN PBI Provinsi NTB Tahun 2019

Jumlah Dana Sharing

No Kabupaten/Kota Target Realisasi %
(Dana terkumpul)

| Lombok Barat - - -

2 Lombok Tengah 1.532.106.000 1.522.968.000 99,4

3 Lombok Timur - - -

4 Sumbawa 524.814.000 524.814.000 100

5 Dompu 279.312.000 279.312.000 100

6 Bima 555.726.000 555.726.000 100

7 Sumbawa Barat - - -

8 Lombok Utara - - -

9 Kota Mataram 519.432.000 519.432.000 100

10 Kota Bima 3.312.000.000 895.700.500 27,04

11 Provinsi 40.554.568.000 29.129.324.000 71,83
JUMLAH 47.277.958.000 33.427.276.500 70.7
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Terdapat beberapa kabupaten yang tidak mengikuti kerjasama/sharing dana yaitu
Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Utara dan Sumbawa Barat.

4. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak

Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak pada tahun 2019 sebesar 75,02%
meskipun cakupan ini telah melampaui target, namun artinya masih terdapat sekitar 15%
penduduk NTB yang belum dapat mengakses sanitasi layak. Hal ini berpotensi adanya perilaku
Buang air besar di sembarang tempat baik itu ke sungai, sawah, kolam, kebun dan tempat
terbuka lainnya. Fakta ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat NTB mempunyai
resiko tinggi untuk terkontaminasi berbagai bakteri dan penyakit yang disebabkan oleh
kondisi lingkungan yang tercemar oleh tinja manusia, seperti diare, kecacingan ataupun infeksi
yang dapat mengakibatkan rendahnya status gizi balita yang berdampak anak menjadi stunting
bahkan dapat menimbulkan kematian.

Untuk mengatasi masalah ini Pemerintah Provinsi NTB mengambil tindakan dengan
mencanangkan Gerakan Buang Air Besar Sembarangan Nol (BASNO) melalui pendekatan
STBM menekankan pada perubahan perilaku hidup bersih dan sehat dengan melibatkan
masyarakat sebagai subyek pembangunan yang berperan aktif dalam proses pengambilan
keputusan. Dalam implementasi BASNO dengan pendekatan STBM mengembangkan 3
komponen kegiatan utama yaitu, (l) penciptaan lingkungan pendukung (2) penciptaan
kebutuhan untuk perubahan perilaku yang hygiene dan saniter (Demand) dan (3) Peningkatan
penyediaan sarana sanitasi di masyarakat (Suply). Mengacu pada pengembangan 3 komponen
ini pemerintah Propinsi NTB telah melakukan kegiatan strategis yang mengarah pada
pencapaian BASNO, yakni:

I) Penciptaan lingkungan pendukung, melalui : Kebijakan ODF menjadi salah satu indikator
penilaian dalam lomba-lomba terkait Kesehatan lingkungan seperti Lomba PHBS,
LBS,Pemilihan Nakes teladan, penentuan kabupaten/kota sehat,desa sehat dan sekolah
sehat; Membangun kemitraan dengan NGO (Pamsimas, YMP, Unicef, dan Plan
internasional dll); Pengembangan kegiatan pembelajaran bersama stake holder pelaksana
STBM tingkat Propinsi NTB secara berkala; dan Pemantauan berkala dalam bentuk
bimbingan teknis dan sharing pembelajaran.

2) Penciptaan kebutuhan untuk perubahan perilaku yang hygiene dan saniter (Demand),
melalui : Pemberdayaan masyarakat untuk perubahan perilaku dari kebiasaan Buang air
besar sembarangan menjadi BAB selalu dijamban sehat dengan pendekatan masyarakat
melalui metode pemicuan; Peningkatan kapasitas bagi Tim Pemicu Kabupaten dan
kecamatan terkait pelaksanaan BASNO; Melibatkan berbagai pihak dalam upaya
penciptaan kebutuhan sanitasi masyarakat ( tokoh masyarakat, tuan Guru, PKK, Pramuka,
dil)

3) Peningkatan penyediaan sarana sanitasi di masyarakat (Suply), melalui: Pengembangan
Wira Usaha sanitasi untuk mendukung penyediaan sanitasi yang terjangkau bagi
masyarakat; Peningkatan Kapasitas pengusaha sanitasi melalui pelatihan, pembinaan dan
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pemantauan perkembangan Usaha; Fasilitasi pengusaha sanitasi untuk pengadaan alat
produksi jamban.

Selain 4 (keempat) indikator pelayanan Dinas Kesehatan yang terkait langsung RPJMD
diatas, terdapat 2 (dua) indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan untuk provinsi
yang terkait langsung dengan Dinas Kesehatan yaitu sebagai berikut:

a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau
berpotensi bencana provinsi, yaitu layanan minimal untuk memenuhi kebutuhan
kesehatan dasar penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau
penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana yang dilakukan oleh tenaga
kesehatan. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dalam melakukan pelayanan
kepada sasaran kondisi bencana dan/atau berpotensi bencana dinilai menggunakan
indikator persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan
akibat bencana dan/atau berpotensi bencana.

b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi, yaitu
pelayanan kesehatan bagi setiap orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB
sesuai dengan jenis penyakit dan/atau keracunan pangan yang menyebabkan KLB. Capaian
kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dalam melakukan pelayanan kepada sasaran kondisi
KLB di provinsi, dinilai dari persentase Jumlah penduduk kondisi KLB yang mendapat
pelayanan kesehatan sesuai standar dibandingkan jumlah penduduk kondisi KLB dalam
kurun waktu satu tahun.

Capaian pelaksanaan pelayanan dasar SPM Provinsi Bidang Kesehatan Tahun 2019 di
Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.12 Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2019

No Jenis Pelayanan Dasar Target Pencapaian Realisasi SPM
SPM Tahun 2019
Orang % Orang %
I Pelayanan kesehatan bagi penduduk 50.696 100 50.696 100

terdampak krisis kesehatan akibat
bencana dan/atau berpotensi bencana
provinsi.

2 Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk 3.900 100 3.900 100
Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa
(KLB) Provinsi

Dari tabel 2.12 dapat diketahui bahwa capaian SPM Provinsi Bidang kesehatan telah
mencapai target 100 persen yang diharapkan. Adapun pelaksanaan SPM di NTB didukung
oleh personil yang terbentuk dalam Tim Gerak Cepat (TGC). Jumlah TGC sebanyak |1
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TGC, terdiri dari | Tim di Provinsi dan 10 Tim Kab/Kota, masing — masing kab/kota | TGC.
Setiap TGC di Provinsi dan Kabupaten/Kota didukung oleh jenis tenaga sebagai berikut:
Dokter, Perawat, Bidan, Surveilans, Sanitarian, Analis Lab, Nutrisionis dan Driver. Masing —
masing jenis tenaga berjumlah minimal | orang pada setiap TGC.

Pada saat terjadi kejadian luar biasa/krisis kesehatan/bencana, personil yang pertama
kali turun dan provinsi dan kab/kota kota adalah surveilans (2 orang), pencegahan dan
penanggulangan penyakit ( | orang) dan sanitarian (I orang). Selain Tim Gerak Cepat,
pelayanan dasar SPM Provinsi didukung juga oleh masing — masing sub cluster kesehatan yang
terdiri dari:

[.  Sub kluster pelayanan medis

2. Sub kluster pencegahan dan pengendalian penyakit
3. Sub kluster penyehatan lingkungan

4. Sub kluster gizi

5. Sub kluster kesehatan ibu dan anak

6. Sub kluster logistik

7.  Sub kluster pencatatan dan pelaporan

Dalam pelaksanan SPM Provinsi Bidang Kesehatan ada beberapa permasalahan yang
ditemui yaitu sebagai berikut:

I. Pendataan (pengumpulan data) warga negara yang berhak mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan belum selesai secara menyeluruh. Hal ini
menyebabkan penetapan sasaran target yang mendapatkan pelayanan SPM Kesehatan
belum maksimal.

2. Sosialisasi SPM Bidang Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten/Kota belum merata dan
menyeluruh ke semua lini, sehingga masih ada perbedaan asumsi terkait definisi
operasional indikator capaian kinerja pelayanan SPM yang juga menjadi kendala dalam
penetapan sasaran target pelayanan SPM.

3. Koordinasi dan kerjasama lintas sektor belum maksimal, hal ini juga disebabkan karena
belum terbentuknya Tim SPM Bidang Kesehatan di daerah

4. Jumlah tenaga kesehatan untuk mendukung pelayanan SPM masih belum cukup dan
merata keseluruh daerah

5. Perhitungan anggaran untuk pelaksanaan pelayanan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2019
juga belum maksimal, sehingga alokasi anggaran belum dapat memenuhi kebutuhan
pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2019 secara menyeluruh.

6. Pelaporan capaian kinerja SPM belum dilakukan secara rutin dan tepat waktu.

Untuk menjawab permasalahan — permasalahan diatas perlu dilakukan langkah dan
upaya tindak lanjut sebagai berikut:
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I. Pembentukan Tim SPM Daerah Bidang Kesehatan untuk memperkuat koordinasi dan
kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan SPM
Bidang Kesehatan tahun 2020

2. Sosialisasi terkait indikator capaian kinerja pelayanan kesehatan SPM dan cara pengukuran
sasaran target warga negara yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan SPM.
Sosialisasi harus dilakukan secara menyeluruh di tingkat provinsi dan kabupaten.

3. Peningkatan kapasitas SDM dalam perhitungan pembiayaan kebutuhan anggaran SPM
Bidang Kesehatan melalui pertemuan pembiayaan costing SPM dan pendampingan provinsi
ke kabupaten/kota.

4. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan secara merata ke seluruh kabupaten/kota di
provinsi NTB melalui program tugas belajar, program internsip dokter Indonesia (PIDI)
dan program Wiajib Kerja Dokter Spesialis (WKDY)

5. Penguatan sistem pelaporan capaian kinerja pelayanan kesehatan SPM secara online
melalui aplikasi Komunikasi Data Kementerian Kesehatan serta bimbingan teknis dan
monitoring evaluasi provinsi ke daerah untuk pelaporan capaian kinerja SPM Bidang
kesehatan.

2.3.  Analisis Isu - Isu Strategis

Beberapa isu — isu strategis penting dalam penyelenggaraan bidang kesehatan adalah
sebagai berikut:
I.  Angka Harapan Hidup masih jauh dibawah rata — rata Angka Harapan Hidup Nasional

Angka Harapan Hidup Provinsi NTB Tahun 2019 mencapai 66.28 tahun sedangkan
Angka Harapan Hidup Nasional adalah 71.34 tahun terpaut 5.06 tahun. Seperti yang telah
dijelaskan sebelumnya, faktor yang mempengaruhi Angka Harapan Hidup adalah kasus
kematian bayi dan ibu yang masih cukup tinggi. Masih adanya kasus kematian ibu dan bayi ini
dipengaruhi oleh ketersediaan dan mutu pelayanan kesehatan serta sumber daya manusia
kesehatan yang belum merata antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan.

2. Kasus Balita Stunting

Angka persentase balita stunting di NTB Tahun 2019 mencapai 25.50 persen, angka
persentase ini memang lebih rendah dari angka persentase balita stunting tahun 2018 sebesar
33.49 persen. Namun angka persentase balita stunting tahun 2019 didapat menggunakan
laporan aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM)
yang cakupannya belum mencapai 100 persen sedangkan angka persentase balita stunting
tahun 2018 didapat melalui survey tahunan oleh Badan Pusat Statistik. Perbedaan metodelogi
pengumpulan data ini mempengaruhi kevalidan data yang diperoleh, diperkirakan cakupan e-
PPGBM mencapai 100 persen angka persentase balita stunting masih tinggi. Oleh karena itu
diperlukan penguatan surveilans status gizi, agar deteksi dini kasus balita gizi kurang lebih baik
lagi, sehingga kasus balita stunting dapat dicegah lebih dini. Pemberdayaan Posyandu juga
belum maksimal, baru 61,3 persen posyandu yang berstatus aktif, artinya masih ada 38,7
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persen posyandu yang belum aktif. Permasalahan balita stunting menjadi isu nasional dan
daerah provinsi NTB dikarenakan dampaknya yang cukup luas mulai dari tumbuh kembang
anak, kecerdasan hingga produktivitas yang mempengaruhi ekonomi.

3. Ancaman Penyakit Menular dan Tidak Menular

Beberapa penyakit menular seperti TBC, DBC, Diare, Malaria, Kusta, HIV/AIDS masih
menjadi permasalahan kesehatan di provinsi Nusa Tenggara Barat. Ancaman lainnya juga
terkait dengan munculnya penyakit menular baru (new emerging diseases) seperti COVID-19
membutuhkan penguatan surveilans epidemilogi, imunisasi dan kapasitas testing di NTB.
Penguatan sarana dan prasarana fasiiltas kesehatan juga dibutuhkan untuk menghadapi kondisi
pandemi maupun Kejadian Luar Biasa (KLB). Terjadinya COVID-19 juga menyebabkan
terhambatnya program pelayanan kesehatan rutin yang lain, oleh karena itu dibutuhkan
penyusunan strategi baru untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan ditengah kondisi pandemi
menggunakan protokol kesehatan.

Selain ancaman penyakit menular provinsi NTB juga menghadapi ancaman peningkatan
angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular terutama Diabetes Mellitus,
Hipertensi dan Kanker. Meningkatnya angka kesakitan dan kematian akibat Penyakit Menular
dipengaruhi oleh perilaku hidup tidak sehat seperti kurang melakukan aktivitas fisik
(olahraga), kurang mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang dan merokok. Oleh karena
itu upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) perlu lebih ditingkatkan.

4. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional belum universal coverage

Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional di NTB Tahun 2019 mencapai 84 persen,
artinya masih ada 26 persen penduduk NTB yang belum memiliki jaminan kesehatan nasional.
Jaminan Kesehatan Nasional ini penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara
mendapatkan hak dasar pelayanan kesehatan dan perlindungan finansial akibat biaya kesehatan
yang cukup tinggi khususnya bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah kebawah
yang mengidap penyakit katastropik atau penyakit — penyakit yang membutuhkan biaya tinggi
dalam pengobatannya serta memiliki komplikasi yang dapat mengancam jiwa seperti penyakit
tidak menular Diabetes Mellitus dan Kanker. Permasalahan yang sering timbul adalah
pendataan kependudukan masih belum optimal, sehingga penerima bantuan iuran (PBl) JKN
belum tepat sasaran. Dibutuhkan pemutakhiran data kependudukan untuk menjamin PBI JKN
tepat sasaran. Selain itu dibutuhkan penguatan komitmen pemerintah daerah kabupaten/kota
terhadap dana sharing PBI JKN.

5. Akses rumah tangga terhadap sanitasi layak masih belum merata

Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak Tahun 2019 mencapai 75.02
persen, artinya masih ada 24.98 persen rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap
sanitasi layak. Pada umumnya kelompok penduduk miskin yang masih belum memiliki akses
terhadap sanitasi layak. Sanitasi buruk menimbulkan berbagai kerugian seperti kerugian
finansial, pemborosan waktu, peningkatan biaya kesehatan dan penurunan produktivitas di
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tangkat rumah tangga. Bahkan sanitasi buruk berakibat pula pada kerusakan lingkungan.
Kerusakan lingkungan berpengaruh kepada penurunan kualitas kehidupan seluruh penduduk
baik kelompok miskiin maupun kaya.

Kendala yang muncul dalam peningkatan akses sanitasi layak adalah masih rendahnya
pengetahuan masyarakat mengenai sanitasi dan dampaknya terhadap kesehatan dan
kesejahteraan masyarakat. Selain itu prilaku masyarakt yang belum mendukung perilaku hidup
sehat dan bersih menjadi kendala peningkatan akses sanitasi layak. Adanya keterbatasan
kemampuan ekonomi masyarakat yang tidak mampu sama sekali membeli atau membangun
fasilitas sanitasi. Lebih lanjut kendala eksternal yang ditemui adalalah kendala persepsi, gender
dan teknologi. Persepsi keliru yang menyatakan bahwa persoalan sanitasi adalah persoalan
individu bukan persoalan masyarakat. Padahal, dengan melihat dampaknya maka sanitasi
merupakan tanggung jawa bersama masyarakat bukan tanggung jawab individu. Kendala
gender, yaitu adanya kesenjangan gender dalam proses pengambilan keputusan selalu
menempatkan sanitasi pada urusan bawah dalam kebijakan publik. Kendala teknologi, yaitu
beragamnnya teknologi dalam sanitasi yang kadangkala menyebabkan munculnya
ketidakcocokan antara kebutuhan masyarakat dengan yang disediakan oleh pemerintah, selain
itu varian teknologi tertinggi (yang ideal) masih cukup mahal untuk diterapkan di NTB.

Kompleksitas permasalahan sanitasi harus dimulai dengan perencanaan yang terpadu.
Pemerintah Provinsi harus berupaya mengadvokasi pemerintah kota dan kabupaten untuk
memiliki strategi sanitasi kota yang merupakan perencanaan terpadu antara semua Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) yang terkait isu sanitasi. Upaya untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat terhadap pentingnya sanitasi juga perlu lebih digalangkan. Kegiatan tersebut dapat
dilakukan melalui kompetisi kabupaten/kota ODF atau desa BASNO yang akan mendapatkan
penghargaan. Motivasi adalah awal yang penting dari perubahan perilaku. Namun selanjutnya
perlu disiapkan layanan konsultasi, termasuk penyediaan saraa sanitas, dengan harga yang
terjangkau oleh masyarakat miskin. Adanya Kelompok wirausaha sanitasi dapat menjadi
peluang untuk pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan akses sanitasi.

Pembangunan sanitasi tidak hanya urusan penyediaan layanan seperti akses terhadap
toilet dan pengolahan air limbah, tetapi juga mencakup perubahan perilaku dan kampanye
kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan, urusan sanitasi
mencakup lintas sektor BAPPEDA, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas
Perindustrian, dan Dinas Sosial. Penguatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor ini dapat
mempercepat peningkatan cakupan akses sanitasi layak di NTB.
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BAB lll TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Arah kebijakan pembangunan kesehaan di provinsi NTB juga sejalan dengan arah
kebijakan nasional. Visi Pembangunan Presiden Rl yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-
2024 adalah Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkpribadian
Berdasarkan Gotong Royong. Perwujudan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan
makmur dilakukan melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan
terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di
berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Pembangunan
Kesehatan ditujukan untuk mendukung tercapainya SDM yang berkualitas dan berdaya saing,
dengan arah kebijakan pembangunan untuk peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan
kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care)
dengan mendorong peningkatan upaya promotive dan preventif, didikung inovasi dan
pemanfaatan teknologi.

Prioritas Pembangunan Kesehatan pada tahun 2020 — 2024 sesuai dengan RENSTRA
Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 adalah
I. Penguatan pelayanan kesehatan primer;

2. Pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, dan intervensi secara
kontinyum (promotive, preventif, kuratif, rehabilitative) dengan penekanan pada
promotive dan preventif;

3. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisectoral (pemberdayaan
GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;

4. Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan menjadi responsive dan
Tangguh, guna mencapai cakupan kesehatan semesta (no one left behind)

5. Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah untuk menuju konvergensi dalam
intervensi sasaran prioritas dan program prioritas, termasuk integrasi lintas program
dengan pendekatan keluarga (PIS PK),

Pembangunan kesehatan Pemerintah Provinsi NTB selaras dengan arah kebijakan yang
telah ditetapkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan RI. Hal ini tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2019 — 2023
dimana Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB adalah ‘“Membangun NTB yang
GEMILANG” dengan misi sebagai berikut:

I. NTB Tangguh dan Mantap, penguatan mitigasi bencana dan pengembangan Infrastruktur
serta konektivitas wilayah

2. NTB Bersih dan Melayani, transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi,
bersih dari KKN dan berdedikasi

3. NTB Sehat dan Cerdas, Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai
pondasi daya saing daerah
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4. NTB Asri dan Lestari, Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan

5. NTB Sejahtera dan Mandiri, Penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan
dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan
industrialisasi

6. NTB Aman dan Berkah, Perwujudan Masyarakat Madani yang beriman, berkarakter dan
penegakan hukum yang berkeadilan.

Pembangunan kesehatan termasuk di dalam misi ketiga “NTB Sehat dan Cerdas” dan
misi kelima “NTB Sejahtera dan Mandiri. Arah kebijakan pembangunan kesehatan di NTB
menekankan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui upaya peningkatan
mutu dan akses pelayanan, penguatan upaya promotif dan preventi serta penguatan jaminan
kesehatan untuk penduduk miskin.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan realisasi dari misi yang spesifik dan dapat dilakukan dalam jangka
pendek dan memberi arah serta dasar yang jelas bagi organisasi. Penentuan tujuan merupakan
langkah pertama dalam membuat perencanaan sehingga dalam pelaksaannya sesuai dengan
tujuan dan hasil yang ingin dicapai. Sedangkan sasaran harus menyatakan persis apa yang ingin
dicapai suatu organisasi atau tingkat-tingkat untuk mencapai tujuan. Sasaran bersifat
operasional dengan periode waktu dan target yang lebih spesifik. Tujuan dan sasaran yang
ingin dicapai Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2021 sebagaimana dapat dilihat pada
Bagan Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran RENSTRA Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2021

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR Target
. TUJUAN/SASARAN Tahun 2021
() (2) 3) 4) ()
I Terwujudnya Peningkatan )
derajat kesehatan Angka Harapan Hidup 66,78
masyarakat yang optimal Menurunnya kematian Proporsi Kematian Ibu 87,00
ibu dan bayi Proporsi Kematian Bayi 8,00
2 | Terwujudnya Peningkatan . .
status gizi masyarakat yang Persentase Balita Stunting 31,49
opeima Menurunnya Prevalensi Wastin
Prevalensi Wasting v & 11,41
3 .Ter.wujudnya Peningka.tan Cakupan Jaminan Kesehatan
jaminan kesehatan bagi Nasional 77,00
masyarakat
Meningkatnya Cakupan Penerima Bantuan 63.00
Kepesertaan JKN PBI luran Jaminan ’
4 | Terwujudnya Peningkatan )
Rumah Tangga dengan akses Proporsi rumah tangga dengan 80.10
sanitasi layak akses sanitasi layak ’
Meningkatnya kualitas | Cakupan Jamban memenuhi 80,00

penyehatan lingkungan | syarat
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Dari Tabel 3.1 dirumuskan bahwa tujuan OPD sesuai dengan RENSTRA Dinas

Kesehatan Provinsi NTB 2019 — 2023 adalah sebagai berikut

I.  Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan yang optimal, diukur dengan indikator angka
harapan hidup. Target Angka Harapan Hidup provinsi NTB Tahun 2021 adalah 66.78
Tahun.

2. Terwujudnya peningkatan status gizi masyarakat yang optimal, diukur dengan indikator
persentase balita stunting. Target target persentase balita stunting di provinsi NTB
Tahun 2021 adalah sebesar 31,49 persen.

3. Terwujudnya peningkatan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang diukur dengan
indikator cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan. Target
indikator cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan Tahun 2021
adalah 77%

4. Terwujudnya peningkatan rumah tangga dengan akses sanitasi layak yang diukur dengan
indikator proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak. Target indikator rumah
tangga dengan akses sanitasi layak tahun 2021 adalah 80.10 persen

Sasaran pembangunan kesehatan Dinas Provinsi NTB Tahun 202| ada 4 (empat)
sasaran meliputi:

I.  Menurunnya kematian ibu dan bayi yang diukur dengan indikator proporsi kematian ibu
dan proporsi kematian bayi. Target proporsi kematian ibu Tahun 2021 adalah 87 per
1000 kelahiran hidup, sedangkan target proporsi kematian bayi tahun 2021 adalah
sebesar 8 per 1000 kelahiran hidup.

2. Menurunnya prevalensi wasting yang diukur dengan indikator prevalensi wasting. Target
prevalensi wasting Tahun 2021 adalah sebesar |13.4| persen

3. Meningkatknya kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan luran (JKN
PBI) yang diukur dengan indikator cakupan penerima bantuan iuran JKN. Target Cakupan
JKN PBI Tahun 2021 adalah 63 persen.

4. Meningkatnya kualitas penyehatan lingkungan yang diukur dengan cakupan jamban yang
memenuhi syarat. Target cakupan jamban yang memenuhi syarat Tahun 2021 adalah 80
persen

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Kebijakan operasional dalam rangka perwujudan tujuan dan sasaran OPD dirumuskan
dalam program dan kegiatan tahunan Dinas Kesehatan Provinsi NTB. Pelaksanaan Program
dan Kegiatan Dinas Kesehatan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

I. Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Pembiayaan dari APBD

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan melalui APBD ditujukan untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan daerah terutama untuk
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memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk medapatkan pelayanan kesehatan,
menurunkan persentase balita stunting dan meningkatkan cakupan jaminan kesehatan
nasional. Program kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2021
disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 90 Tahun 2019 tentang
klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun
2021 dijabarkan pada Tabel 3.2

Tabel 3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan melalui pembiayaan APBD Tahun 2021

NO TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

1 TUJUAN RENSTRA | Terwujudnya Peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal

A | Sasaran RENSTRA I: Menurunnya kematian ibu dan bayi

| | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

a | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

- Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya

- Pengembangan Rumah Sakit

- Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak,
Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)

- Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center

- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya

- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit

- Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan

- Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan

- Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan
Kesehatan

- Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi

- Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)

- Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan

- Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit

- Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan

- Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan

- Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan

- Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan
Lainnya

- Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya

B | Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah
Provinsi

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana
dan/Atau Berpotensi Bencana
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NO

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional
Lainnya

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus

Pengelolaan Surveilans Kesehatan

Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota

Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan

Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas

Investigasi Lanjutan Kejadian lkutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh
Kabupaten/Kota

Operasional Pelayanan Rumah Sakit

Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik

Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional

Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan

Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pengelolaan Penelitian Kesehatan

Penilaian /Appraisal Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pasca Bencana

C | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
- Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
- Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
- Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
D | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan

Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit

Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan

A

Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi

Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
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NO

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pen

gembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat

Daerah Provinsi

Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman

A

Pen

erbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan

(PAK)

Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan
Cabang PAK

Penyediaan dan pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis
Elektronik

erbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat
Tradisional

Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT
Berbasis Elektronik

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

A

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerapan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor
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NO

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

- | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- | Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- | Pengadaan Mebel

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- | Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

- | Pemeliharaan Mebel

- | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Peningkatan Pelayanan BLUD

- | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

TUJUAN RENSTRA 2: Terwujudnya Peningkatan status gizi masyarakat yang optimal

A | Sasaran RENSTRA 2: Menurunnya Prevalensi Wasting

| | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

A

Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah
Provinsi

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

- Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

2 | Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

A | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor
Tingkat Daerah Provinsi
- Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta

Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

B | Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka
Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi
- Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

C | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat

Daerah Provinsi

- Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM

Tujuan RENSTRA 3: Terwujudnya peningkatan jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk

miskin
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NO TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

A | Sasaran RENSTRA 3: Meningkatnya Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat

| | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

A | Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah
Provinsi

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus

- Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

IV | Tujuan RENSTRA 4: Terwujudnya Peningkatan Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak

A | SASARAN RENSTRA 4: Meningkatnya kualitas penyehatan lingkungan

A | Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah
Provinsi

- ‘ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

2. Program Unggulan Dinas Kesehatan

Ada 3 program unggulan Dinas Kesehatan yang mendukung RPJMD Provinsi NTB
Tahun 2021 yaitu:

a. Revitalisasi Posyandu

Revitalisasi Posyandu adalah suatu upaya untuk meningkatkan fungsi dan kinerja
Posyandu dengan kegiatan utama adalah |) pelatihan, untuk meningkatkan kemampuan dan
kualitas kader; 2) pelayanan, dalam hal ini NTB mengembangkan inovasi yaitu Posyandu
keluarga. Posyandu keluarga adalah pelayanan yang komprehensip dan integrase antara
Posyandu ibu anak, Posbindu, Posyandu remaja, Posyandu Lansia, BKB dan PAUD dalam |
wilayah desa/kelurahan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan waktu yang bersamaan; 3)
penggerakan masyarakat. Upaya revitalisasi posyandu direncanakan melalui berbagai kegiatan
seperti sosialisasi, pelatihan, lokakarya revitalisasi posyandu serta pemberian sertifikat
terhadap kader yang terlatih sebanyak 5261 kader.

b. Program Generasi Emas NTB

Program Generasi Indonesia telah dicanangkan pemerintah untuk meningkatkan
kualitas SDM dini dalam rangka 100 tahun kemerdekaan Indonesia, di tahun 2045.
Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merespon positif program ini dengan
mencanangkan program Generasi Emas NTB (GEN) yang implementasinya ditargetkan hingga
tahun 2025. Program GEN menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia dini
yang tentunya diawali sejak dalam kandungan, atau dikenal sebagai 1000 Hari Pertama
Kehidupan. Program ini diawali tahun 2014 dan akan dievaluasi pada akhir 2025, seiring
berakhirnya RPJPD Provinsi NTB.

Tujuan Umum dari program ini adalah lahirnya manusia NTB yang sehat, cerdas dan
berprestasi pada tahun 2025. Sedangkan tujuan khusus dari program ini adalah untuk
menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya anak — anak di NTB
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serta memberikan pelayanan yang terpadu dan berkesinambungan untuk anak NTB. Sasaran
program GEN meliputi siklus perkembangan yaitu anak remaja (13 — I8 tahun), pasangan usia
subur, ibu hamil/bersalin samapai anak usia 2 tahun (periode 1000 hari pertama kehidupan),
balita dan pra sekolah serta anak usia sekolah (7 — 12 tahun).

Secara umum ada 3 strategi atau bentuk program yang dilaksanakan yaitu
pemberdayaan keluarga, integrase institusi pelayanan dasar dan penguatan koordinasi dan
sumber daya. Kegiatan unggulan dari program ini adalah ANC terpadu, kelas Ibu dan gizi, KB
pasca persalinan, stimulasi tumbuh kembang anak (SDIDTK), pemberian makanan bayi dan
anak (PMBA).

c. Program Jamban Keluarga
Program Jamban keluarga dilaksanakan untuk mendukung Gerakan BASNO (Buang
Air Besar Sembarangan Nol) Provinsi NTB. Tujuan Gerakan BASNO adalah menurunkan
angka kemiskinan dan kelaparan (gizi kurang) dari berbagai hal yang diakibatkan oleh penyakit
berbasis lingkungan dan menurunkan angka kesakita pada penyakit berbasis lingkungan
terutama Diare, ISPA secara tidak langsung akan berdampak pada penurunan angka kematian.
BASNO merupakan kebijakan pemerintah daerah untuk mewujudkan perubahan
perilaku yang hygine dan saniter di masyarakat dengan pendekatan Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM). STBM merupakan pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan
sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Kegiatan yang
dilaksanakan dalam program unggulan ini adalah
e melakukan identifikasi/pemetaan masyarakat yang masih Buang Air Besar Sembarangan
(BABS)
e mendata akses jamban sesuai dengan kualitas sarana
e penyediaan sarana sanitasi jamban bagi masyarakat
e peningkatan kapasitas fasilitator STBM

e Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi serta verfikasi desa, kecamatan dan kabupaten
BASNO/ODF

3. Usulan Program Kegiatan dengan Pembiayaan dari APBN (Dekonsentrasi)
Pembiayaan dari APBN melalui dana Dekonsentrasi adalah bentuk dukungan

Pemerintah Pusat terhadap penanggulangan masalah kesehatan dan peningkatan pelayanan

kesehatan di daerah melalui 6 (enam) satuan kerja (satker) yang dikelola oleh 13 (tiga belas)

unit/seksi sebagai berikut:

. Program Dukungan Manajemen

a) Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan

b) Perencanaan dan penganggaran program

c) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan

d) Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji

e) Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Masyarakat
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f)  Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pelayanan Kesehatan

g) Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit

h) Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan

i) Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan

2. Program Kesehatan Masyarakat

a) Pembinaan gizi masyarakat

b) Pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga

c) Pembinaan kesehatan keluarga

d) Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
e) Penyehatan lingkungan

3. Program Pelayanan Kesehatan dan JKN

a) Pembinaan pelayanan kesehatan primer

b) Pembinaan pelayanan kesehatan tradisional

c) Mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan

d) Peningkatan pelayanan kefarmasian

e) Peningkatan Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

f)  Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian

g) Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga (PKRT)

h) Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan

4. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

a) Surveilans dan karantina kesehatan

b) Pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotik
c) Pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung

d) Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular

5. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
a) Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan

4. Usulan Program Kegiatan dengan Pembiayaan dari Dana Alokasi Khusus
(DAK)
Dinas Kesehatan mengusulkan pembiayaan DAK untuk tahun 202| yang akan
dialokasikan sebagai berikut :
a. Pengadaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil KEK dan balita kurus
b. Pengadaan Prasarana Gedung Instalasi Farmasi Provinsi
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Penyediaan Alat Kesehatan ICCU dan Ruang Rawat Inap di RSUD Mandalika Provinsi
NTB

Penyediaan SIM RS, Ambulance, Genset, IPL dan Prasarana Air Bersih di RSUD
Mandalika Provinsi NTB

Penyediaan Alat Kesehatan ICCU, Ruang Operasi, Ruang Rawat Inap dan Ruang Rawat
Jalan di RS Mata Provinsi NTB

Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) Provinsi ditujukan untuk:

e Kegiatan Kesehatan Masyarakat di Provinsi

e Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat tingkat provinsi

e Upaya deteksi dini, preventif, dan respon penyakit

DAK Non Fisik Kefarmasian ditujukan untuk distribusi obat, vaksin, dan bahan medis
habis pakai dari Instalasi Farmasi Provinsi ke Instalasi Kabupaten/Kota
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BAB IV INDIKATOR KINERJA, TARGET DAN KELOMPOK SASARAN
TAHUN 2021

Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur yang dapat menggambarkan
tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja
memberikan penjelasan secara kualitatif dan kuantitaif mengenai apa yang diukur untuk
menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Indikator dan target kinerja Dinas Kesehatan

Provinsi NTB tahun 2021 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :
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Tabel 4.1 Program/Kegiatan, Indikator, Target Kinerja dan Kelompok Sasaran Tahun 2021

PROGRAM PEMENUHAN

UPAYA KESEHATAN Pesentase ketersediaan obat dan
PERORANGAN DAN UPAYA perbekalan kesehatan Persen 7 Masyarakat DIKES INDUK
KESEHATAN MASYARAKAT
Persentase fasilitas pelayana.n kesehatan Persen 100 Masyarakat DIKES INDUK
yang menggunakan obat rasional
Persentase Ketersediaan Data dan Persen 100 Masyarakat DIKES INDUK
Informasi

Persentase kab/kota melaksanakan
layanan penyakit menular dan tidak Persen 80 Masyarakat DIKES INDUK
menular sesuai standar minimal 80%

Presetase Puskesmas Yang di Bina
Mampu melaksanakan Pelaksanaan Persen 888 Petugas

Pelayanan Kesehatan Keluarga (KIA, ’ Puskesmas
PKPR, PKRET, Lansia) sesuai Standar

DIKES INDUK
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Misi/Tujuan/ Maior Project Target Perangkat
Sasaran/Program/Kegiatan/ ( d,alam Slu b Indikator Kinerja (tujuan/impact/ Satuan Kelompok Daerah
Sub kegiatan/pekerjaan Kegiatan) outcome) Kondisi Kinerja Sasaran Penanggung
trategi b
strategis Awal (2019) 2021 Jawa
| 2 3 4 5 6 7 8

Persentase Kabupaten/Kota yang
melaksanakan Kesehatan Kerja dan Persen 20 Masyarakat DIKES INDUK
Kesehatan Olah Raga
Persentase RS yang memenuhi sarana
prasarana dan alat kesehatan yang Persen 65 Masyarakat DIKES INDUK
sesuai standar
Indeks Kepuasan Pasien Nilai 62 Masyarakat RS Mata
Terpenuhinya Akreditasi ISO
Laboratorium pengujian dan Masyarakat BLKPK
Laboratorium Kalibrasi

Penyediaan Fasilitas

Pelayanan, Sarana,

Prasarana dan Alat .

Kesehatan Untuk UKP Jd‘f;'::a':”'s obat dan BMHP yang Jenis 20 Masyarakat DIKES INDUK

Rujukan, UKM dan !

UKM Rujukan Tingkat

Daerah Provinsi
Jumlah Puskesmas yang memiliki Sarana,
Prasarana dan Alat Kesehatan Jumlah 144 Puskesmas DIKES INDUK
Memenuhi Syarat
Jumlah jenis sarana dan prasarana
rumah sakit yang diadakan dan yang Unit 382 Masyarakat RS Mata
dipelihara
Jumlah layanan Laboratorium Ly Masyarakat BLKPK

kesehatan yang dilaksanakan
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I 2 3 4
Jumlah pelayanan kalibrasi yang di Leperen
laksanakan

Lanjutan
Pembangunan I;ear:bangunan
Fasilitas Kesehatan Tersedianya Fasiltas RS Mandalika Lokal
Lai Pemenuhanan
annya Peralatan RS
Mandalika
Pengembangan .
Rurmah Sakit Jumlah ruang yang dikembangkan Lokal
Jumlah ruang intalasi gizi, radiologi Lokal
Jumlah ruang CSSD, Loundry Lokal
Pengembangan
Fasilitas Kesehatan Tersedianya Fasilitas RS Mandalika Lokal
Lainnya
Jumlah Gedung Alat dan Arsip
. - Lokal
Laboratorium yang dibangun
Jumlah Gedung Laboratorium
- Lokal
kesehatan yang dibangun
Tersedianya ruang laboratorium
kalibrasi dan ruang pencucian alat Lokal

kesehatan

7 8
Masyarakat BLKPK
Masyarakat
Masyarakat
Masyarakat RS Mata
Masyarakat RS Mata
Masyarakat
Masyarakat BLKPK
Masyarakat BLKPK
Masyarakat BLKPK
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Pengembangan
Pendekatan
Pelayanan Kesehatan
di DTPK (Pelayanan
Kesehatan Bergerak,
Gugus Pulau,
Pelayanan Kesehatan
Berbasis
Telemedicine, dll)

Jumlah FKTP yang dibina agar
memenuhi standar pelayanan kesehatan
di DTPK

Fasyankes

Pengembangan Unit
Pemeliharaan
Fasilitas Kesehatan
Regional/Regional
Maintenance Center

Rehabilitasi dan
Pemeliharaan
Fasilitas Kesehatan
Lainnya

Rehabilitasi dan
Pemeliharaan
Rumah Sakit

Pengadaan Alat
Kesehatan/Alat
Penunjang Medik
Fasilitas Layanan
Kesehatan

Jumlah jenis alat kesehatan yang
diadakan

Jenis

Jumlah Alat Kesehatan Yang diadakan
(RS Mandalika)

PT

Pengadaan Sarana di
Fasilitas Layanan
Kesehatan

Jumlah jenis obat yang diadakan

PT

6 7

| Masyarakat
10 Masyarakat

| Masyarakat
150 Masyarakat

RS Mata

RS Mata
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Misi/Tujuan/ Maior Project Target Perangkat
Sasaran/Program/Kegiatan/ ( d,alam Slu b Indikator Kinerja (tujuan/impact/ Satuan Kelompok Daerah
Sub kegiatan/pekerjaan Kegiatan) outcome) Kondisi Kinerja Sasaran Penanggung
trategi b
strategis Awal (2019) 2021 Jawa
| 2 3 4 5 6 7 8
Pengadaan Prasarana
Fasilitas Layanan Jumlah Ambulance yang diadakan Jenis I Masyarakat RS Mata
Kesehatan
Jumlah kendaraan operasional .
laboratorium Unit Masyarakat BLKPK
Jumlah Ambulance & kendaraan .
Operasional yang diadakan (RS Unit Masyarakat Dll;{e:.quaannkes
Mandalika) I
Pengadaan dan
Pemeliharaan Alat Jumlah alat Kalibrasi yang diadakan Alat 28 Masyarakat BLKPK
Kalibrasi
Jumlah alat kalibrasi yang dipelihara Alat 30 Masyarakat BLKPK
Pengadaan Bahan
Habis Pakai Lainnya Jumlah Reagensia dan BHP Lainnya / .
(Sprei, Handuk dan AMHP yang diadakan Jenis >30 Masyarakat BLKPK
Habis Pakai Lainnya)
Pengadaan dan
Pemeliharaan Alat-
alat Jumlah alat Kesehatan / Lab. Yang
Kesehatan/Peralatan diadakan Alat 123 BLKPK
Laboratorium
Kesehatan
J;;:ﬁ:a’g“ kesehatan/Lab yang Alat 106 Masyarakat BLKPK
Pengadaan Barang
Penunjang Jumlah jenis barang Laboratoium .
Operasional Rumah Rumah Sakit yang diadakan Jenis Masyarakat RS Mata
Sakit

Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2021




Target

Misi/Tujuan/ Maior Project Perangkat
Sasaran/Program/Kegiatan/ ( d,alam Slu b Indikator Kinerja (tujuan/impact/ Satuan Kelompok Daerah
Sub kegiatan/pekerjaan Kegiatan) outcome) Kondisi Kinerja Sasaran Penanggung
trategi b
strategis Awal (2019) 2021 Jawal
| 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah jenis barang instalasi CSSD, Gizi, .
Radiologi & Loundry RS yang diadakan Jenis 4 Masyarakat RS Mata
Ju.mlah jenis BMHP/AMHP yang Jenis 200 Masyarakat RS Mata
diadakan
Ju.fmlah jenis bahan logistik RS yang Jenis 5 Masyarakat RS Mata
diadakan
Pemeliharaan Alat
Kesehatan/Alat .
Penunjang Medik Jl{mlah jenis peralatan kesehatan yang Jenis Masyarakat RS Mata
Fasilitas Layanan dipelihara
Kesehatan
Pemeliharaan Sarana lah Fasilit lolaan limbah
Fasilitas Layanan Jum an rasfiitas pengelofaan fimba Unit Masyarakat RS Mata
Kesehatan medis yang dipelihara
Pemeliharaan
Prasarana Fasilitas Jumlah ruang operasi yang dipelihara Lokal Masyarakat RS Mata
Layanan Kesehatan
Penyediaan Fasilitas
::slﬁir;esdézg eadnlan Jumlah RMC yang dibina Sarana 3 Pelayanan leRe:.qua:nkes
4 Kesehatan I
Kesehatan
Distribusi Alat
5:;;:3?4[:!(312? dan Jenis obat dan perbekalan kesehatan
’ buffer stock Provinsi yang di Jenis 120 Masyarakat Seksi Farmasi

Minuman Serta
Fasilitas Kesehatan
Lainnya

distribusikan ke Kab / Kota
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I 3 4
Penyediaan Layanan
Kesehatan Untuk UKP
Rujukan, UKM dan .
’ lah Fasilitas Pel keseh
kP P Ko |
Daerah Provinsi yang &
Jumlah Laporan Riset Kesehatan Dok
Persentase pelayanan kesehatan bagi
penduduk terdampak krisis kesehatan Persen
akibat bencana dan/atau berpotensi
bencana.
Persentase pelayanan kesehatan bagi
orang yang terdampak dan beresiko Persen
pada situasi KLB
Jumlah Kabupaten / Kota yang
menapat pelatihan bagi Petugas dalam Kab/Kota

rangka UKP Rujukan, UKM dan UKM
Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

6 7 8
20 Masyarakat Seksi Farmasi
| Masyarakat Datin Litbang
Masyarakat
terdampak krisis Seksi Surveilans,
100 kesehatan akibat Imunisasi dan
bencana/dan atau Kesehatan
berpotensi Bencana
bencana
Masyarakat Seksi Surveilans,
100 terdampak dan Imunisasi dan
beresiko pada Kesehatan
situasi KLB Bencana
10
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Jumlah Kab / Kota yang mendapat
pembinaan, pendampingan dan Monev /
investigasi kegiatan UKP Rujukan,
UKM dan UKM Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi

Kab/Kota

Persentase Kab / Kota yang
melaksanakan layanan penyakit menular
dan tidak menular sesuai standar
minimal 80%

Persen

Jumlah Dokumen analisis kegiatan UKP
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan
Tingkat Daerah Provinsi

Dok

Jumlah Kegiatan dalam RSBA

Keg

Jumlah Kab./Kota yang mempunyai PSC

Kab/Kota

Jumlah RS yang melaksanakan SISRUTE

RS

Jumlah Puskesmas yang mendapatkan
pendampingan dan pembinaan teknis
kesehatan keluarga (KIA, PKPR,
PKRET, Lansia) sesuai standar

Puskesma
s

Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan
Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah
Raga

Kab/Kota

6 7 8
10
80 Seksi P2P
21
4
10
17
Seksi
90 Masyarakat Kesehatan
Keluarga
2 Masyarakat Seksi Promkes
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Misi/Tujuan/ Maior Project Target Perangkat
Sasaran/Program/Kegiatan/ ) ) Indikator Kinerja (tujuan/impact/ Kelompok Daerah
. > (dalam Sub Satuan
Sub kegiatan/pekerjaan . outcome) e . Sasaran Penanggung
strategis Kegiatan) Kondisi Kinerja 2021 Jawab
Awal (2019)
I 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Penderita yang dioperasi mata Orang 1004 Masyarakat RS Mata
Jumlah fasilita:v; pelayanan kesehatan BLKPK
yang memenuhi standar
Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan
. Jumlah Penduduk yang mendapat
bagi Penduduk -
- Pelaksanaan pelayanan Terdampak Krisis Kesehatan
Terdampak Krisis ] - Pddk 16400 Masyarakat
. SDIDTK Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi
Kesehatan Akibat
Bencana
Bencana dan/Atau
Berpotensi Bencana
Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Jumlah Penduduk yang dilayani
bagi Penduduk pada Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Pddk 91300 Masyarakat
Kondisi Kejadian Biasa (KLB)
Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Pengelola
Pelayanan Kesehatan pendampingan teknis program Pusk 30 program KIA di Seksi Kesga
Ibu dan Anak kesehatan ibu dan anak kab/kota
Pengelola
Pengelolaan Jumlah Puskesmas yang mendapatkan program
Pelayanan Kesehatan pembinaan dan pendampingan teknis Pusk 30 Kesehatan Usia Seksi Kesga
Usia Produktif pelayanan PKPR dan PKRET Produktif di
kab/kota
Pengelolaan Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Pir;gi:::
Pelayanan Kesehatan pembinaan dan pendampingan Teknis Pusk 30 prog . Seksi Kesga
. . . kesehatan lansia
Usia Lanjut pelayanan santun lansia di kab/kota
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Misi/Tujuan/ Maior Project Target Perangkat
Sasaran/Program/Kegiatan/ ( d,alam Slu b Indikator Kinerja (tujuan/impact/ Satuan Kelompok Daerah
Sub kegiatan/pekerjaan Kegiatan) outcome) Kondisi Kinerja Sasaran Penanggung
trategi b
strategis Awal (2019) 2021 Jawa
| 2 3 4 5 6 7 8
Pengelolaan Jumlah Puskesmas yang dibina untuk Piggi:)n?
Pelayanan Kesehatan melaksanakan kesehatan kerja dan Pusk 40 prog - Seksi Promkes
: . kesehatan kerja di
Kerja dan Olahraga kesehatan kerja level |
kab/kota
Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Jumlah Kab / Kota yang di bina standar
Tradisonal, pelayanan kesehtan tradisional, Seksi Yankes
Akupuntur, Asuhan akupuntur, asuhan mandiri dan Kab/Kota 10 Masyarakat Primer
Mandiri dan tradisional lainnya
Tradisional Lainnya
Pengelolaan Jumlah kab/kota melaksanakan layanan
Pelayanan Kesehatan . . :
. penyakit menular dan tidak menular layanan 8 Masyarakat Seksi P2P
Penyakic Menular sesuai standar minimal 80 %
dan Tidak Menular ) °
Pengelolaan Jumlah Jemaah Haji yang mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Il yang P orang 4546 Jemaah Haji Seksi P2P
Haij pelayanan kesehatan
Pengelolaan P
engelola
Pelayanan Kesehatan Jumlah Puskesmas yang melaksanakan rogram
Orang dengan Y ) yang Pusk 131 progran . Seksi P2P
pelayanan kesehatan jiwa kesehatan jiwa di
Masalah Kesehatan kab/kota
Jiwa (ODMK)
Pengelolaan Zir;ggi?r:1a
Poelayanan Kesehatan Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pusk 89 pelayanan Seksi P2P
rang dengan pelayanan NAPZA .
NAPZA di
Kecanduan NAPZA
kab/kota
Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Jumlah penderita yang dioperasi mata Org 1000 Masyarakat RS Mata
Khusus
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I 3 4
Pengeilolaan Jumlah analisis faktor resiko KLB yang
Surveilans . Dok
dihasilkan

Kesehatan
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Penerapan SPM Jumlah Dokumen Laporan SPM Dok
Bidang Kesehatan Kabupaten / Kota
Lintas
Kabupaten/Kota
Pembinaan Jumlah Dokumen pembinaan
Pelaksanaan Upaya elaksanaan upaya pelayanan kesehatan Dok
Pelayanan Kesehatan P paya pelay

Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan S

) arana

yang menggunakan obat rasional.

Jumlah Lab. Fasyankes yang dibina Lab
Verifikasi dan
Penilaian Kelayakan Jumlah Dokumen Verifikasi dan
Puskesmas untuk Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Dok
Registrasi Registrasi Puskesmas
Puskesmas
Investigasi Lanjutan
Kejadian lkutan Jumlah Dokumen Investigasi Lanjutan
Pasca Imunisasi dan Kejadian lkutan Pasca Imunisasi dan Dok
Pemberian Obat Pemberian Obat Massal oleh
Massal oleh Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Operasional
Pelayanan Rumah Jumlah Kegiatan dalam RSBA Keg

Sakit

6 7 8

10

| Masyarakat Sub Bag Program
10 Yankes
20 Masyarakat Seksi Farmasi
30 Masyarakat Labkes

| Masyarakat

10

4 RS Mata
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| 3 4
Penyediaan dan
Pengelolaan Sistem
Penanganan Gawat Jumlah Kab./Kota yang mempunyai PSC | Kab/Kota
Darurat Terpadu
(SPGDT)
Pengelolaan Rujukan Jumlah RS yang melaksanakan SISRUTE RS
dan Rujuk Balik
Pengambilan dan
Pengiriman Jumah Kabupaten /Kota yang di
Spesimen Penyakit lakukakan Pengambilan dan Pengiriman Kab/Kota
Potensial KLB ke Spesimen Penyakit Potensial KLB ke
Lab Lab Rujukan /Nasional
Rujukan/Nasional
Upaya Pengurangan ; ;
Risiko Krisis jumla:' 'Elm TGC di Kabupaten / Kota Tim
Kesehatan yang di bina
Pendampingan Jumlah Kabupaten / Kota yang di
Fasilitas Pelayanan dampingi dalam rangka akreditasi / Kab/Kota
Kesehatan reakreditasi FKTP dan FKTL
Pengetk?laan Jumlah Laporan Riset Kesehatan Dok
Penelitian Kesehatan
Penilaian /Appraisal Jumlah dokumen hasil penilaian sarana
Sarana Prasarana
prasarana dan alat kesehatan pasca Dok
dan Alat Kesehatan
bencana

Pasca Bencana

Penyelenggaraan

Sistem Informasi Jumlah Dokumen Profil Dok

Kesehatan Secara

Kesehatan Daerah

6 7 8

10

17

10

10

10

| Masyarakat Datin Litbang
| Masyarakat

| Masyarakat Datin Litbang
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I 3 4
Terintegrasi
P lolaan Dat
gl aan a8 Jumlah Dokumen Profil Kesehatan Dok
Kesehatan Daerah
Pengelolaan Sistem Jumlah Postinganan pada wesite Dinas Berita/Do
Informasi Kesehatan Kesehatan k
Pengadaan
Alat/Perangkat
Sistem Informasi Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi
Kesehatan dan Kesehatan dan Jaringan Internet yang PT
Jaringan Internet diadakan
Penerbitan lzin
Rumabh Sakit Kelas B Jumlah Dokumen hasil pengawasan
dan Fasilitas serta Tindak lanjut Perizinan Rumah Dok
Pelayanan Kesehatan Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan
Tingkat Daerah Kesehatan
Provinsi
Jumlah RS yang dibina tentang tata RS
kelola Rumah Sakit
Jumlah Kabupaten / Kota yang di bina
rangka akreditasi / reakreditasi FKTP Kab/Kota

dan FKTL

6 7 8

| Masyarakat Datin Litbang
120 Masyarakat Datin Litbang
| Masyarakat Datin Litbang
| Masyarakat
27 Masyarakat

10 Masyarakat
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Misi/Tujuan/ Maior Proiect Target Perangkat
Sasaran/Program/Kegiatan/ ( d,alam Slu b Indikator Kinerja (tujuan/impact/ Satuan Kelompok Daerah
Sub kegiatan/pekerjaan Kegiatan) outcome) Kondisi Kinerja Sasaran Penanggung
trategi b
strategis Awal (2019) 2021 Jawa
| 2 3 4 5 6 7 8
J<;|r:||<22 r::;;snakredltam yang Jenis 4 Masyarakat BLKPK
Pengendalian dan
Ps'angawasgn serea Jumlah Dokumen hasil pengawasan
Tindak lanjut . . .
- serta Tindak lanjut Perizinan Rumah .
Perizinan Rumah . " Dok Yankes Rujukan
. Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan
Sakit Kelas B dan
- Kesehatan
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Peningkatan Tata Jumlah RS yang dibina tentang tata RS 35 Seksi Yankes
Kelola Rumah Sakit kelola Rumah Sakit Rujukan
Peningkatan Mutu Jumlah Kabupaten / Kota yang di bina . .
Pelayanan Fasilitas rangka akreditasi / reakreditasi FKTP Kab /Kota 10 IS ﬁl(':ledltag
Kesehatan dan FKTL
Jumlah jenis kegiatan akreditasi yang .
dilaksanakan Jenis 2 BLKPK
umlah kegiatan akreditasi yan .
Jdilaksanakgan Yo Jenis ! RS Mata
PROGRAM PENINGKATAN p SDM Kesch
KAPASITAS SUMBER DAYA ersentase esehatan yang .
MANUSIA KESEHATAN ditingkatkan kapasitasnya Persen 2 Seksi SDMK
Persentase SDM Kesehatan yang Tenaga
ditingkatkan kapasitasnya Persen I Kesehatan BAPELKES
Tersedianya SDM yang kompeten
dalam bidang laboratorium Orang BLKPK
kesehatan dan kalibrasi

Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2021




Target

Kesehatan Tingkat
Daerah Provinsi

Misi/Tujuan/ Maior Project Perangkat
Sasaran/Program/Kegiatan/ ( d,alam Slu b Indikator Kinerja (tujuan/impact/ Satuan Kelompok Daerah
Sub kegiatan/pekerjaan Kegiatan) outcome) Kondisi Kinerja Sasaran Penanggung
trategi b
strategis Awal (2019) 2021 Jawal
| 2 3 4 5 6 7 8
Perencanaan
Kebutuhan Sumber Jumlah Kab / Kota Yang
Daya Manusia Mempunyai dokumen rencana Tenaga .
Kesehatan untuk UKM pemenuhan minaml 5 Tenaga Dok H Kesehatan Seksi SDMK
dan UKP Provinsi Kesehatan di pusk
Jumlah Pelatihan yang diakreditasi | Dok 10 Tenaga BAPELKES
Kesehatan

Pemenuhan

Kebutuhan Sumber Jumlah dokumen rencana pemenuhan Tenaga .

Daya Manusia minaml 5 Tenaga Kesehatan di pusk Dok a Kesehatan Sesksi SDMK

Kesehatan

E;::Z?;c:a:agumber Jumlah dokumen rencana distribusi dan Tenaga

Days Manusia pemerataan minaml 5 Tenaga Dok I Kesehaian Sesksi SDMK

4 Kesehatan di Pusk

Kesehatan

Pemenuhan

Akreditasi Pelatihan

:L\::Eer;ﬁg;;fkatkan JdL':EIZZnZT(l::han Terakreditasi yang Dok 10 Tenaga Kesehatan Seksi SDMK

Manusia Kesehatan

Provinsi
Pengembangan Mutu
dan Peningkatan
Kompetensi Teknis Jumlah SDM Kesehatan yang Tenaga .
Sumber Daya Manusia ditingkatkan kompetensinya Orang 500 Kesehatan Seksi SDMK
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Target

Misi/Tujuan/ Maior Project Perangkat
Sasaran/Program/Kegiatan/ ( d,alam Slu b Indikator Kinerja (tujuan/impact/ Satuan Kelompok Daerah
Sub kegiatan/pekerjaan Kegiatan) outcome) Kondisi Kinerja Sasaran Penanggung
trategi b
strategis Awal (2019) 2021 Jawal
| 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah SDM Kesehatan yang Tenaga
ditingkatkan kapasitasnya Orang 150 Kesehatan BAPELKES
Jumlah Jenis Diklat yang diikuti Tenaga
oleh ASN Laboratorium Jenis 12 g BLKPK
Kesehatan Kesehatan
Peningkatan
Kompetensi dan
Kualifikasi Sumber JdL,::riataStE:: I(Koe:\eheitj:si);l ar;g Orang 500 Tenaga Kesehatan Seksi SDMK
Daya Manusia g P 4
Kesehatan
Jumlah dokumen pembinaan dan Tenaga
pengawasan sumber daya manusia Dok § Seksi SDMK
kesehatan Kesehatan
Jumlah SDM Kesehatan yang Tenaga
ditingkatkan kompetensinya Orang 150 Kesehatan Bapelkes
Jumlah Jenis Diklat yang diikuti oleh . Tenaga
ASN Laboratorium Kesehatan Jenis 7 Kesehatan BLKPK
umlah Jenis Diklat yang diikuti oleh .
{A\SN LafboratoriumyKaﬁbrasi Jenis 5 Tenaga Kesehatan BLKPK
:::SX?IM ASLE :.II.AAN Persentase Sarana, Produksi dan
4 Distribusi Kefarmasian dan Alat Persen 30 Masyarakat Seksi Farmasi

KESEHATAN DAN
MAKANAN MINUMAN

Kesehatan yan Memenuhi Syarat
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Misi/Tujuan/ Maior Project Target Perangkat
Sasaran/Program/Kegiatan/ ( d,alam Slu b Indikator Kinerja (tujuan/impact/ Satuan Kelompok Daerah
Sub kegiatan/pekerjaan Kegiatan) outcome) Kondisi Kineria Sasaran Penanggung
strategis Awal (201 9)’ 2021 Jawab
I 2 3 4 5 6 7 8
Penerbitan Pengakuan
Pedagang Besar Jumlah Sarana PBF Cabang dan
Farmasi (PBF) Cabang Cabang PAK yang dibina dan Sarana 10 Masyarakat Seksi Farmasi
dan Cabang Penyalur diawasi
Alat Kesehatan (PAK)
Pengendalian dan
Pengawasan Serta
Tindak Lanjut
Penerbitan Jumlah Sarang_PBF Cabfmg d:fm Cabang Sarana 10 Masyarakat Seksi Farmasi
P PAK yang dibina dan diawasi
engakuan PBF
Cabang dan Cabang
PAK
Penyediaan dan
pengelolaan Data
Perizinan Pengakuan Jumlah Dokumen data Sarana PBF . .
PBF Cabang dan Cabang dan Cabang PAK Dok Masyarakat Seksi Farmasi
Cabang PAK
Berbasis Elektronik
Penerbitan izin Usaha Jumlah Usaha Kecil Obat
Kecil Obat Tradisional Tradisional yang dibina dan Sarana 3 Masyarakat Seksi Farmasi
diawasi
Pengendalian dan
Pengawasan serta
T|ndak.Lan]ut_ Jumlah.L.Jsaha Ke?ll Ob.at Tradisional Sarana 3 Masyarakat Seksi Farmasi
Penerbitan lzin yang dibina dan diawasi
Usaha Kecil Obat
Tradisional
Penyediaan dan
Pengelolaan Data Jumlah Dokumen data Usaha Kecil . .
Perizinan dan Obat Tradisional Dok Masyarakat Seksi Farmasi
Tindak Lanjut
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Pengawasan lzin
UKOT Berbasis
Elektronik

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase balita underweight

Persen

Persentase Posyandu Aktif

Persen

12.81

Balita

Seksi Gizi

70

Masyarakat

Seksi Gizi

Penyediaan Layanan
Kesehatan Untuk UKP
Rujukan, UKM dan
UKM Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi

Jumlah Kabupaten / Kota yang
mendapatkan distrbibusi obat Gizi dan
PMT, dan TTD

Kab/Kota

Masyarakat

Seksi Gizi
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I 2 3 4
Jumlah Kab/'K.ota yang melaksanakan Kab/Kota
surveilans gizi terstandar
Jumlah Posyandu yang diaktifkan Posyandu

Pengadaan PMT o
Pengelolaan Bagi Ibu Hamil Jumlah jenis obat atau bahan
Pelayanan Kesehatan | ((pic dan Balita penanggulangan masalah gizi yang Jenis
Gizi Masyarakat Gizi Kurang diadakan
Jumlah Sekolah yang diberikan
Penyuluhan kesehatan reproduksi dan Sekolah
TTD dalam mensukseskan program
GEN
Jumlah Kabupaten / .Kota yang Kab/Kota
melaksanakan surveilans gizi terstandar
gengelolaan . Jumlah Kader yang terlatih dan
elayanan Promosi bersertifikat Kader
Kesehatan ’
Jumlah Petugas Kabupaten/Kota dan Orang

Puskesmas yang diorientasi

5 6 7 8
10 Masyarakat Seksi Gizi
371 Masyarakat Seksi Promkes
Ibu Hamil KEK A
3 dan Balita Kurus Seksi Gisi
100 Masyarakat Seksi Gisi
10 Masyarakat Seksi Gisi
5261 Kader Posyandu Seksi Promkes
Petugas
90 Kesehatan Seksi Promkes
Kab/Kota
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Target

Misi/Tujuan/ Maior Project Perangkat
Sasaran/Program/Kegiatan/ ( d,alam Slu b Indikator Kinerja (tujuan/impact/ Satuan Kelompok Daerah
Sub kegiatan/pekerjaan Kegiatan) outcome) Kondisi Kinerja Sasaran Penanggung
trategi b
strategis Awal (2019) 2021 Jawa
| 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Puskesmas yang dibina Pusk 20 Masyarakat Seksi Promkes
Pengembangan Posyandu Keluarga Y
PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Kab/Kota yan
MASYARAKAT BIDANG e i Gonyang Persen 50 Masyarakat Seksi Promkes
KESEHATAN
Advokasi,
Pemberdayaan,
Kemitraan,
Peningkatan Peran jumla.h. !(abu.Paten/Kota yang Kab/Kot 5 Masyarakat Seksi Promkes
Serta Masyarakat dan memiliki kebijakan Germas a
Lintas Sektor Tingkat
Daerah Provinsi
Peningkatan Upaya
Advokasi Kesehatan,
Pemberdayaan,
Penggalangan T
Kemitraan, Peran Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kab/Kota 5 Masyarakat Seksi Promkes

Serta Masyarakat
dan Lintas Sektor
Tingkat Daerah
Provinsi

penyusunan regulasi kebijakan germas

Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2021




Misi/Tujuan/ Maior Project Target Perangkat
Sasaran/Program/Kegiatan/ ( d,alam Slu b Indikator Kinerja (tujuan/impact/ Satuan Kelompok Daerah
Sub kegiatan/pekerjaan Kegiatan) outcome) Kondisi Kinerja Sasaran Penanggung
trategi b
strategis Awal (2019) 2021 Jawal
| 2 3 4 5 6 7 8
Pelaksanaan
Komunikasi Informasi
d::iliz:k:?:jt(lm:lrsih Jumlah Saluran Media yang
P P digunakan dalam penyebarluasan Jenis 4 Masyarakat Seksi Promkes
dan Sehat dalam
. informasi kesehatan
Rangka Promotif
Preventif Tingkat
Daerah Provinsi
Penyelenggaraan
Promosi Kesehatan Jumlah Jenis Media Promosi Kesehatan . .
dan Perilaku Hidup yang dicetak Jenis 6 Masyarakat Seksi Promkes
Bersih dan Sehat
Pengembangan dan
Ilzzlstltms:tgzagel:z):kaber Persentase Kabupaten/Kota yang
dibina Germas dan PHBS dan Persen 100 Masyarakat Seksi Promkes
Daya Masyarakat UKBM
(UKBM) Tingkat
Daerah Provinsi
Bimbingan Teknis Jumlah Puskesmas yang dibina .
dan Supervisi UKBM GERMAS dan PHBS Pusk 20 Puskesmas Seksi Promkes
Jumlah Puskesmas yang dibina UKBM Pusk 20 Puskesmas Seksi Promkes
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Target

Misi/Tujuan/ Maior Project Perangkat
Sasaran/Program/Kegiatan/ d' : S’ b Indikator Kinerja (tujuan/impact/ Sat Kelompok Daerah
Sub kegiatan/pekerjaan (Ka am su outcome) atuan e . Sasaran Penanggung
strategis egiatan) Kondisi Kinerja 2021 Jawab
Awal (2019)
I 2 3 4 5 6 7 8
PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN Persentase fasilitas kesehatan Dinas
PERORANGAN DAN UPAYA yang terakreditasi Kesehatan
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan
Kesehatan Untuk UKP Dinas
Rujukan, UKM dan Kesehatan
UKM Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi
Pengelolaan
E‘:aya"a" Kesehatan Jumlah pasien katarak yang dioperasi Org 500 500 Pasien Katarak RS Mata
usus
EZ:(%EI;I::n Jaminan Jumlah kepesertaan baru yang Or 1500 1500 Masyarakat Seksi Akreditasi
M dibayarkan melalui JKN PBI g Miskin JKN
asyarakat
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Target

Misi/Tujuan/ Maior Proiect Perangkat
Sasaran/Program/Kegiatan/ ( d,alam Slu b Indikator Kinerja (tujuan/impact/ Satuan Kelompok Daerah
Sub kegiatan/pekerjaan Kegiatan) outcome) Kondisi Kinerja Sasaran Penanggung
trategi b
strategis Awal (2019) 2021 Jawa
| 2 3 4 5 6 7 8
Sasaran Renstra 4: q
Meningkatnya kualitas ::zl;:zan lambayiuesmensh Persen 80 Masyarakat Seksi Kesling
penyehatan lingkungan Y
BT’X(Y;:AKPI!SPEEI-T AE.I':I :NHAN Persentase kualitas lingkungan
yang memenuhi syarat sesuai Persen 94 Masyarakat Seksi Kesling
PERORANGAN DAN UPAYA standar
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Penyehatan Jumlah  sarana air bersih yang . . .
Kesehatan Untuk UKP Lingkungan ditingkatkan kualitasnya Lokasi 134 Masyarakat Seksi Kesling
Rujukan, UKM dan Pelaskanaan
UKM Rujukan Tingkat rogram
Daerah Provinsi progral Desa/Kel,
Sanitasi Total Jumlah  Desa/Kelurahan/Kec/Kab/Kota . .
. Kec/Kab/ 800 Masyarakat Seksi Keseling
Berbasis Basno Kota
Masyarakat °
(STBM)
Jumlah Kab/Kota Sehat Kab/Kota 2 Masyarakat Seksi Kesling
Pengelolaan . .
Pelayanan Kesehatan JL.m.anh sarana ait. bersih yang Lokasi 130 Masyarakat Seksi Kesling
. ditingkatkan kualitasnya
Lingkungan
Jumlah. AKeIompok Wirausaha sanitasi Kip 10 Masyarakat Seksi Kesling
yang dibina
Jumlah Keluarga Menggunakan Jamban KK 51000 Masyarakat Seksi Kesling
Jumlah TTU yang Memenuhi Syarat
Kesehatan  (Pasar  Sehat, — sarana Lokasi 30 Masyarakat Seksi Kesling

Pendidikan, hotel dana sarana tempat
ibadah)
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BAB V DANA INDIKATIF, SUMBERDAYA DAN PRAKIRAAN MAJU
BERDASARKAN PAGU INDIKATIF

Pembiayaan pembangunan kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi NTB dan UPTD tahun
2021 diperoleh dari berbagai sumber yaitu APBD Provinsi NTB, APBN dalam bentuk dana
dekonsentrasi, Dana Pajak Rokok, Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBCHT), Dana Alokasi
Khusus (DAK), dan sumber dana lainnya. Untuk pembiayaan bersumber dari Rokok,
DBCHT, DAK dan pendapatan fungsional BLUD dalam pembahasan dan pengalokasiannya
selanjutnya akan digabung dalam struktur APBD. Berikut rincian sumber pendanaan dan
alokasi dana indikatif untuk tahun 2021:

4.1 Pendanaan

a. Pendanaan dari APBD Provinsi

Pendanaan dari APBD Provinsi Tahun 202| sesuai dengan Permendagri 90 Tahun
2019 belanja gaji dan tunjangan PNS (Belanja Tidak Langsung) dan belanja untuk program
kegiatan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi NTB (Belanja
Langsung) tidak lagi dibedakan. Tahun 2021, pagu indikatif Dinas Kesehatan Provinsi NTB dan
UPTD adalah Rp. 242,104,736,859.- dengan rincian sebagai berikut:

KODE PROGRAM PAGU INDIKATIF
2021 (Rp)
I 2 3

DINAS KESEHATAN PROVINSI NTB 242,104,736,859
DINAS KESEHATAN PROVINSI NTB (INDUK) 152,801,418,771

1.02.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 30,790,361,426

1.02.02 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan 116,295,769,485
Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.03 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 1,498,088,390
Kesehatan

1.02.04 | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan 268,568,930
Minuman

1.02.05 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 3,948,630,540
BALAI PELATIHAN KESEHATAN (BAPELKES) 3,060,962,190.-
MATARAM

1.02.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,740,985,190.-

1.02.03 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 319,977,000.-
Kesehatan
BALAI LABORATORIUM KALIBRASI PROVINSI NTB 46,632,132,663.-

Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2021 “



KODE PROGRAM PAGU INDIKATIF
2021 (Rp)
I 2 3

(BALABKES)

1.02.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,905,770,660

1.02.02 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan 43,464,242,503.-
Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.03 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 262,119,500.-
Kesehatan
RS MATA PROVINSI NTB 39,610,223,235.-

1.02.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5,169,870,800.-

1.02.02 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan 34,440,352,435.-

Upaya Kesehatan Masyarakat

b. Pendanaan dari APBN (Dekonsentrasi)

Selain dari APBD, Dinas Kesehatan Provinsi NTB juga mendapat support pembiayaan

program kegiatannya melalui APBN dalam bentuk dana dekonsentrasi. Dana Dekonsentrasi

digunakan untuk membiayai program prioritas nasional di daerah. Diharapkan dengan

dukungan dana APBN akan memberikan kontribusi positif terhadap kinerja program sehingga

mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pagu indikatif untuk dana APBN
dekonsentrasi diestimasi sebesar Rp. 12,919,832,000,- yang direncanakan teralokasi di 6
(enam) satuan kerja adalah sebagai berikut:

KODE PROGRAM PAGU INDIKATIF | PENANGGUNG
ST 2021 JAWAB
I 2 3 4
12,919,832,000
230003 | Program Dukungan Manajemen 732,056,000 | Sub Bagian Program,
Seksi Datin, Seksi P2P
(Program Haiji)
239000 | Program Kesehatan Masyarakat 5,274,469,000 | Seksi Kesga, Seksi
Program Dukungan Manajemen 777,008,000 Prorlees, Sek5| Gizi,
Seksi Kesling
239005 | Program Pelayanan Kesehatan dan JKN 518,916,000 | Seksi Yankestrad,
Program Dukungan Manajemen Seksi Yankes
[11,111,000 . .
Rujukan, Seksi
akreditasi dan JKN
239006 | Frogram Pencegahan dan Pengendalian 2,845,627,000 | Seksi P2P, Seksi
Penyakit Survailans Imunisasi
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Program Dukungan Manajemen 429.885.000 dan Kesehatan
T Bencana
239007 | Program Pelayanan Kesehatan dan JKN 281,818,000 | Seksi Kefarmasian,
Program Dukungan Manajemen 135.483.000 Alat Kesehatan dan
T Makmin
239008 | Program Pelayanan Kesehatan dan JKN 285,184,000 | Seksi Pengembangan
Program Pendidikan dan Pelatihan 780.807.000 SDM Kesehatan
Vokasi
Program Dukungan Manajemen 747 468.000

c. Pendanaan dari Dana ALokasi Khusus (DAK)

DAK Fisik sebagian besar dialokasikan untuk belanja Pemberiaan Makanan Tambahan (PMT)
ibu hamil KEK dan Balita Kurus, dan pengadaan prasarana gedung Instalasi Farmasi Provinsi,
pengadaan sarana dan prasarana RS Mandalika Provinsi NTB dan RS Mata Provinsi NTB. Sedangkan
DAK non fisik berupa Bantuan Operasional Kesehatan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat
operasional untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Untuk DAK Fisik Dinas Kesehatan
Provinsi NTB mengusulkan Rp. 57,841,892,090.-. Sedangkan untuk kegiatan non fisik, sebesar Rp.
15,126,203,000.- untuk Bantuan Operasional Kesehatan dan distribusi obat, vaksin dan BHP dari
Provinsi ke kab/kota. Rincian Pagu Indikatif Pembiayaan bersumber DAK adalah sebagai berikut:

NO JENIS DAK MENU KEGIATAN PAGU
INIDIKATIF
TAHUN 2021
| 2 3 4
72,968,095,090
| DAK Penugasan Stunting 13,176,237,830
Pengadaan PMT Balita Gizi 4,104,260,888
Kurang
Pemberian Makanan 9,071,976,942
Tambahan Bumil KEK
2 DAK Kefarmasian Dan Alat 3,335,371,000
Kesehatan
Sarana Distribusi 600,000,000
Sarana Penyimpanan 925,420,000
Sarana Pengaman 11,167,000
Sarana Penunjang 1,697,514,000
Sarana Administrasi 10,127,0000
3 DAK Reguler Rujukan 41,330,283,260
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NO JENIS DAK MENU KEGIATAN PAGU

INIDIKATIF
TAHUN 2021
| 2 3 4
Penyediaan Alkes ICCU, 4,733,154,432
Rawat Inap RS Mandalika
SIM RS, Ambulance, 10,700,000,000

Genset, IPL dan Prasarana
Air bersih RS Mandalika

Penyediaan Alkes ICCU, 25,897,128,828
Ruang Operasi, Ruang
Rawat Inap dan Ruang
Rawat Jalan di RS Mata

4 DAK Non Fisik (BOK Provinsi) 14,997,637,000
Kegiatan Kesehatan 10866411000
Masyarakat tingkat
provinsi
Pembudayaan gerakan 932824000

masyarakat hidup sehat
tingkat provinsi

Upaya deteksi dini, 3198402000
preventif, dan respons
penyakit

5 DAK Non Fisik (Kefarmasian) 128,566,000
Distribusi Obat, vaksin, 128,566,000

dan bahan medis habis
pakai dari instansi Farmasi
Provinsi ke Instalasi
Kabupaten/Kota

d. Pendapatan Fungsional BLUD (khusus UPTD RS Mata Provinsi NTB)

Rumah Sakit Mata Provinsi NTB adalah UPTD Dinas Kesehatan Provinsi yang mulai
menerapkan BLUD sejak tahun 2019. Pendapatan fungsional BLUD RS Mata diperoleh
melalui jasa pelayanan kesehatan yang sah. Target pendapatan fungsional BLUDnya sangat
dipengaruhi oleh kapasitas pelayanan kesehatan dan jumlah pasien yang menggunakan jasa
pelayanan di RS Mata, sehingga target pendapatan BLUD yang ditetapkan RS Mata Provinsi
NTB, naik dari Rp. 8,500,000,000.- di Tahun 2020 menjadi Rp. 9,000,000,000.- di Tahun
2021,-
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4.2 Sumberdaya dan upaya peningkatan pendapatan BLUD dan PAD:

Dinas Kesehatan Provinsi NTB memiliki UPTD yang menghasilkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dari retribusi pelayanan (kecuali RS Mata Provinsi NTB yang
menerapkanBLUD) yang diperoleh melalui pelayanan langsung kepada masyarakat dan
pendapatan lain-lainnya yang sah. Khusus RS Mata Provinsi NTB pendapatannya disebut
pendapatan fungsional BLUD yang dikelola sendiri tanpa melalui mekanisme penyetoran
seperti PAD. Pendapatan fungsional BLUD memegang perananan penting dalam pembiayaan
program kegiatan RS Mata Provinsi karena sebagian besar pembiayaan kegiatan operasional
dibiayai melalui pendapatan tersebut.

Untuk meningkatkan pendapatannya, UPTD Dinas Kesehatan Provinsi NTB harus
terus melakukan inovasi dan terobosan-terobosan. Selain itu, tuntutan peningkatan kualitas
pelayanan dan kepuasan pelanggan juga harus menjadi prioritas karena akan berpengaruh
langsung terhadap brandimage yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap
pendapatan. Berikut beberapa upaya yang dilakukan UPTD Dinas Kesehatan Provinsi NTB
untuk meningkatkan pendapatannya :

Meningkatkan promosi melalui kegiatan di luar gedung dan media massa :

Pelayanan masyarakat miskin melalui bakti sosial atau semacamnya

Penyuluhan kepada masyarakat umum, anggota LSM, pesantren ormas dll baik
Membuka konsultasi pelayanan kesehatan melalui hotline service atau service 24 jam
Seminar, simposium dan pameran

Penyebaran leaflet, buletin, poster, booklet dl|

Website dan internet

Radio, TV, surat kabar dan media massa lainnya

NouvaswN =

Pengembangan pelayanan seperti pembuatan paket pemeriksaan berdiskon dll
Perubahan status pengelolaan keuangan RS Mata dan BLKPK menjadi BLUD
Melakukan kerjasama dengan pihak luar (badan hukum/perorangan) dalam pengembangan
pelayanan dan penggunaan sarana prasarana :
I.  Pemeriksaan sampel dan limbah
2. Pelayanan laboratorium klinik
3. Pengelolaan lahan pertanian

Berikut gambaran pendanaan indikatif program kegiatan dan prakiraan maju
berdasarkan pagu indikatif :
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Tabel 5.1. Dana Indikatif Program Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2021 Dan
Prakiraan Maju Berdasarkan Pagu Indikatif (Prakiraan tahun 2022)

Pagu Indikatif Tahun Prakiraan Maju/
No Sumber Pembiayaan 2021 Prakiraan Tahun 2022
(Rp) (Rp)
APBD : 242,104,736,859 266,315,210,545
- Dinas Kesehatan Prov.NTB 152,801,418,771 168,081,560,648
| - Bapelkes Mataram 3,060,962,190 3,367,058,409
- Balabkes Provinsi NTB 46,632,132,663 51,295,345,929
- RS Mata Provinsi NTB 39,610,223,235 43,571,245,559
) APBN : 12,919,832,000 14,211,815,200
Dekonsentrasi 12,919,832,000 14,211,815,200
3 Pendapatan Operasional BLUD 9,000,000,000 9,500,000,000
TOTAL 264,024,568,859 290,027,025,745
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BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 202
disusun agar menjadi acuan dan pedoman bagi pelaksana program kegiatan dan pihak-pihak
yang berkepentingan. Dalam Renja termuat usulan program kegiatan Dinas Kesehatan
beserta UPTD baik yang pembiayaannya bersumber dari APBD, APBN maupun sumber-
sumber lainnya yang sah beserta tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja selama | (satu)
tahun.

Pada Tahun 2021, dengan pembiayaan APBD Program dilaksanakan terdiri Urusan
Pemerintah Bidang Kesehatan sebanyak 5 Program || Kegiatan dan 50 Sub Kegiatan serta
Program Pendukung Urusan Pemerintah sebanyak | Program 3 Kegiatan dan 25 Sub
Kegiatan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun
2021 ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program dan
kegiatan dapat lebih terarah dan terukur, serta dapat dijadikan sebagai media untuk
melakukan evaluasi tingkat keberhasilan tolak ukur kinerja kegiatan yang dapat mencerminkan
keberhasilan kinerja Dinas Kesehatan dalam kurun waktu | (satu) tahun.

Kami menyadari, dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi
Nusa Tenggara Barat tahun 2021 ini masih banyak terdapat kekurangan, maka kritik serta
saran membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja
(Renja) mendatang pada kesempatan ini juga kami menyampaikan ucapan terimakasih kami
kepada semua pihak yang sudah membantu dalam proses penyusunan Renja Dinas Kesehatan
Provinsi NTB tahun 2021.
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